Koneksi politik memainkan peran penting dalam banyak transaksi
bisnis dan alokasi sumber daya perusahaan. i negara-negara dengan
sistemn hukum yang lemah dan tingkat korupsi vang tinggi, koneksi politik
sangat bernilai bagi perusahaan. Iharat dua sisi mata pisau, koneksi politik
memiliki dampak positit dan negatif bagi perusahaan. Di satu sisi, koncksi
politik terbukti mampu memberikan perlakuan istimewa dan kemudahan
dalam berbagai akses, seperti akses pendanaan, kontrak pengadaan pemer-
intah, subsidi dan pajak. perizinan perdagangan, meningkatnya kiperja
maupun nilai perusahaan. Namun, disisi lain koneksi politik juga
bawa dampak negatif terhadap perusahaan, yvaitu tingginya leverag
diikuti oleh overinvestment, rendahnya kualitas pelaporan keu
tingginya tax avoidance.

Hasil penelitian mendukung teori koneksi politik dan teori resource
dependence. Bukti empiris menunjukkan bahwa koneksi politik berdampak

positif terhadap kinerja perusahaan namun secara bersamaan berpengaruh

negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Profitabilitas perusahaan ter-
komneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi poli-
tik. samenlara kualitas laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik
lebih rendah dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik.
s dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme cor-
cetidak cukup efektif melaksanakan fungsi internal moni-
toring di perusahd@fieberadaan koneksi politik di perusahaan besar se-
makin memperlemah Gfeltifitas dewan komisaris dan komite audit scbagai
mekanisme kontrol internal perusahaan.

Perusahaan terkoneksi politik di Indonesia melakukan manajemen
laba vang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak ter-
koneksi politik. Tingginya transparansi laporan keuangan akan memperli-
hatkan bermacam-macam penyediaan subsidi dan perlakuaan spesial lain-
nya yang menimbulkan pertanvaan legalitas yang bersifat mementingkan
diri sendiri schingga dapat mengancam kemapanan yang sclama ini dise-
diakan oleh politisi ataupun birokrat sehingga mereka melakukan manaje-
men laba yang menyebabkan kualitas laporan keuangan perusahaan
rendah.
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KATA PENGANTAR

Koneksi politik memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam
keterbukaan dan pengungkapan informasi. Tingginya transparansi laporan
keuangan akan memperlihatkan bermacam-macam penyediaan subsidi dan
perlakuaan spesial lainnya yang menimbulkan pertanyaan legalitas yang bersifat
mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama
ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat. Tujuan penulisan buku ini adalah
untuk menguji pengaruh koneksi politik, efektifitas dewan komisari dan komite
audit, serta kualitas audit eksternal terhadap kualitas laporan keuangan
perusahaan.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai literatur koneksi
politik, mekanisme corporate governance, karakteristik perusahaan, manajemen
laba, maupun kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan
bermanfaat bagi investor untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan
sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam menginvetasikan dananya
pada perusahaan terkoneksi politik atau tidak. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan masukan kepada manajemen (agent) dalam membuat kebijakan
dan juga bagi pemerintah sebagai referensi dalam menyusun regulasi.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan buku hasil penelitian mengenai
manfaat dan biaya koneksi politik. Sholawat beserta salam semoga tercurah
limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lupa penulis
ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, suami terkasih dan kelima
putra-putriku tersayang Zahra, Syifa, Qisthina, Syakira dan Sharkan serta semua
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Terima kasih
juga penulis ucapkan kepada Pemerintah, dalah hal ini Kementerian Riset dan
Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
yang telah memberikan dana hibah melalui kontrak penelitian kompetensi dengan
Nomor Kontrak 5/AKM/PNT/2019. Terima kasih juga penulis haturkan kepada
pimpinan dan civitas akademika Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Muhammadiyah
Jakarta atas support dan kerjasamanya.

Jakarta, November, 2020

Dr. Lela Nurlaela Wati, SE.M
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BAB |
KONEKSI POLITIK

1.1. Pengertian Koneksi Politik

Pengertian koneksi politik masih belum memiliki standard definisi yang
disepakati, sehingga setiap peneliti memiliki definisi koneksi politik yang berbeda
dalam penelitiannya. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI),
pengertian politik itu sendiri memiliki definisi (1) pengetahuan mengenai
ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar
pemerintahan; (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya)
mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3) cara bertindak

(dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.

Faccio (2006) mendefinisikan bahwa perusahaan terkoneksi politik adalah
jika salah satu dari pemegang saham besar perusahaan atau top manajemen
perusahaan adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, atau yang
memiliki hubungan dekat (kerabat) dari mereka (Faccio, 2006:370). Secara lebih
rinci, Faccio (2006) mendefinisikan perusahaan terkoneksi politik sebagai berikut:

1) Koneksi dengan Anggota Parlemen

Perusahaan dikatakan terkoneksi politik melalui anggota parlemen dengan dua
cara, yaitu: pertama, jika salah satu dari pimpinan perusahaan (CEO, Presiden
Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direksi, atau Sekretaris Direksi) duduk
sebagai anggota dewan nasional. Kedua, perusahaan dikatakan terkoneksi
politik jika salah satu pemegang saham besar adalah anggota dewan (DPR).
Pemegang saham besar didefinisikan sebagai orang yang memiliki saham dan
hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 10%.

2) Koneksi dengan Menteri atau Kepala Negara
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Terdapat tiga jenis koneksi dengan menteri atau kepala negara, yaitu sebagai
pimpinan perusahaan, pemegang saham besar, atau keluarga dari politisi atau
pejabat negara yang merupakan pemegang saham besar atau pimpinan
perusahaan. Misalnya pasangan (suami atau isteri), anak, saudara, atau orang
tua.
3) Perusahaan yang terkait dengan Pejabat Tinggi

Koneksi ini terjadi ketika seseorang yang merupakan kepala negara atau
perdana menteri merupakan pimpinan perusahaan atau sebagai pemegang
saham besar, ketika seorang menteri atau anggota parlemen adalah salah satu
pimpinan perusahaan atau pemegang saham besar, ketika pemegang saham
besar atau pimpinan perusahaan adalah teman dari seorang menteri atau
anggota parlemen (DPR), ketika pemegang saham terbesar adalah pimpinan
perusahaan adalah politisi di negara lain, dan ketika pemegang saham terbesar

atau pimpinan perusahaan terkait dengan partai politik.

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan terkoneksi politik adalah
perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan
yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai
perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan BUMN atau BUMD. Pemilik
yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau
pemilik perusahaan yang merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik
tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan
anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat

kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan terkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara—cara
tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan
dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber

yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee, 2006).
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Wati et al. (2019) mendefinisikan koneksi politik adalah jika salah satu dari
pemilik perusahaan merupakan pemegang saham dengan minimal kepemilikan
10%, dan atau pimpinan perusahaan seperti dewan direksi maupun dewan
komisaris (two tier system) sebagai anggota atau mantan anggota parlemen (DPR
RI, DPD RI), sebagai seorang pejabat atau mantan pejabat negara meliputi
lembaga eksekutif (kementrian negara, Departemen, Lembaga Pemerintah non
Departemen, dan organisasi pemerintah pusat lainnya), lembaga legislatif dan
lembaga yudikatif, pimpinan partai politik serta pihak-pihak yang memiliki
hubungan dekat dengan petinggi Negara. Dimasukkannya mantan pejabat tinggi
negara karena dianggap masih memiliki kekuasaan untuk berhubungan dengan

pemerintah.

1.2. Teori Koneksi Politik

Wati (2016) menjelaskan bahwa teori koneksi politik pada awalnya
dikembangkan oleh North (1990) dan Olson (1993) yang mengembangkan teori
bahwa politisi atau tokoh pemerintahan membangun hubungan dengan perusahaan
untuk mencapai agenda pemerintah yang menguntungkan pendukung politisi atau
pemerintahan tersebut. Untuk kontribusi politik dan suara mereka, perusahaan
dengan koneksi politik mendapat keuntungan seperti kontrak atau subsidi yang
menguntungkan. Keuntungan yang mengalir dari koneksi politik membuat
perusahaan dengan jaringan politik menjadi inefisien dan membangun kultur
inefesiensi karena status mereka yang “terlindungi”.

Shleifer dan Vishny (1994) menemukan bahwa intervensi pemerintah dalam
ekonomi didorong kebutuhan memiliki kontrol terhadap perusahaan dalam rangka
menyediakan pekerjaan, subsidi dan keuntungan lain kepada para pendukungnya,
yang diharapkan akan memberikan bantuan dalam bentuk suara dalam pemilu,
sumbangan pendanaan dan penyogokan. Koneksi politik juga memberi dukungan
pada logika dari teori resource dependence (Hilman, 2005) dimana perusahaan
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akan mengatasi ketergantungan (interdependency) dan ketidakpastian
(uncertainity) dengan membangun koneksi kepada sumber dari interdependency
dan uncertainity tersebut yaitu pemerintah, sehingga dengan membangun koneksi
politik dapat memberi manfaat untuk perusahaan dan berdampak terhadap nilai

perusahaan.

1.3. Perkembangan Penelitian Koneksi Politik di Indonesia

Penelitian di Indonesia mengenai koneksi politik dimulai oleh Fisman
(2001), yang meneliti perusahaan-perusahaan go publik di Bursa Efek Jakarta (saat
ini BEI) dan memiliki hubungan koneksi dengan Presiden Soeharto. Fisman
menghasilkan bahwa berita buruk tentang kesehatan Presiden Soeharto memukul
pasar saham Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Soeharto
menderita return negatif. Return saham perusahaan yang terkoneksi politik dengan
Soeharto lebih rendah dibandingkan return perusahaan yang tidak terkoneksi

politik.

Leuz dan Gee (2005) memperkuat temuan Fisman (2001), dimana
perusahaan yang terkoneksi erat dengan Soeharto mengalami kinerja yang
memburuk selama krisis keuangan, kemudian pulih pada saat pimpinan Habibie,
tetapi kembali underperformed setelah Abdurahman Wahid menjabat sebagai
Presiden. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki
kedekatan politik dengan Soeharto kesulitan dalam membangun hubungan dekat
dengan pemerintahan yang baru saat pelindung mereka jatuh dari kekuasaan

sehingga berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan jangka panjang.

Mobarak dan Purbasari (2006) meneliti kemudahan perusahaan dalam
mendapat lisensi impor di Indonesia, mereka menemukan bahwa perusahaan
terkoneksi politik lebih mungkin 6-22% untuk memperolah lisensi perdagangan

dibandingkan dengan para pesaingnya dan sering menciptakan monopoli dalam
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industri. Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto membuat
probabilitas perizinan meningkat sebesar 3 kali lipat, sementara jika ada keluarga
Soeharto yang duduk di jajaran manajemen, maka probabilitas ini meningkat

hingga 4 kali lipat.

Faccio (2006) mendokumentasikan bahwa koneksi politik lebih banyak
ditemukan di negara-negara yang sangat korup dan memberlakukan pembatasan
investasi asing dan salah satunya adalah Indonesia. Menggunakan populasi
sebanyak 20.202 perusahaan publik dari 47 negara, Faccio (2006) menemukan
bahwa perusahaan yang terkoneksi politik ada di 35 negara dari total 47 negara
yang dijadikan sebagai sampel. Indonesia menempati urutan pertama dari
prosentasi jumlah perusahaan yang terkoneksi dengan Menteri, anggota parlemen
(DPR) dan hubungan dekat yaitu sebesar 22,08%, diikuti oleh Rusia sebesar 20%,
Malaysia 19,78%, Thailand 15,05%. Hasil penelitian Faccio berikutnya adalah
terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai perusahaan tetapi hanya ketika
pebisnis memasuki politik. Lebih jauh, dampak harga saham dari koneksi baru
lebih besar ketika pengusaha terpilih sebagai perdana menteri daripada anggota
parlemen, dan ketika pemegang saham besar memasuki politik dibandingkan

pimpinan perusahaan.

Purwoto (2011) meneliti pengaruh koneksi politik. Kepemilikan pemerintah,
dan interaksinya dengan keburamana laporan keuangan terhadap kesinkronan
maupun risiko crash harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keberadaan koneksi politik, kepemilikan mayoritas pemerintah, dan penyajian
laporan keuangan yang buram menghambat penyediaan inoformasi spesifik
perusahaan di pasar saham sehingga pergerakan harga saham menjadi kurang

mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan.

Wati (2017) meneliti pengaruh koneksi politik dan efektifitas dewan

komisaris terhadap nilai perusahaan konglomerat di Indonesia. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan maupun nilai perusahaan. Efektifitas dewan komisaris diukur oleh
independensi, aktivitas, jumlah dewan komisaris dan kompetensi (pendidikan dan
pengalaman), hasil pengujian menunjukkan bahwa independensi komisaris tidak
mendukung hipotesis baik terhadap market performance maupun accounting
performance. Aktivitas komisaris yang diproksi oleh jumlah meeting komisaris
berpengaruh negatif terhadap market performance tetapi berpengaruh positif
signifikan terhadap accounting performance. Pengalaman komisaris berpengaruh
positif signifikan terhadap market performance tetapi berpengaruh negatif
terhadap accounting performance, pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap market performance tetapi berpengaruh positif terhadap accounting
performance. Namun, ketika diuji menggunakan interaksi koneksi politik pada
komisaris independent menunjukkan hasil yang berbeda, dimana komisaris
independen yang terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

baik terhadap market performance maupun accounting performance.

Wati et al. (2019) meneliti pengaruh pemegang saham pengendali terhadap
nilai perusahaan terkoneksi politik dan menunjukkan hasil yang beragam. Koneksi
politik mampu memperkuat pengaruh pengendali keluarga dan pemerintah dalam

meningkatkan nilai perusahaan.
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BAB 11
MANFAAT KONEKSI POLITIK

2.1. Peningkatan Kinerja dan Nilai Perusahaan

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih umum dijumpai pada negara yang
memiliki perlindungan hukum yang lemah terhadap investor dan memiliki tingkat
korupsi yang tinggi (Faccio, 2006). Para investor dan pengusaha masih sangat
percaya bahwa koneksi politik menyediakan pelumas untuk mencapai tujuan
perusahaan, sehingga mereka melakukan upaya-upaya signifikan untuk

menumbuhkan koneksi politik dalam rangka mencapai pertumbuhan perusahaan.

Faccio (2010) meneliti perbedaan perusahaan terkoneksi politik dan tidak
terkoneksi politik di 47 negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi
dan pangsa pasar yang lebih tinggi. Wati et al. (2016) mendukung temuan Faccio
dengan memberikan bukti empiris perusahaan-perusahaan konglomerasi yang
dikendalikan keluarga terkoneksi politik dan perusahaan negara mengalami
kenaikan signifikan nilai kapitalisasi pasar paska pemilu baik di tahun 2009
maupun di tahun 2014. Tabel 2.1 di bawah ini menjelaskan peningkatan
kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan terkoneksi politik di Indonesia yang
terdiri dari perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan yang dikendalikan oleh
keluarga.
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Tabel 2.1

Kapitalisasi Pasar Perusahaan Terkoneksi Politik

Kapitalisasi Market 2008 dan 2009

Kapitalisasi Market 2013 dan 2014

Perusahaan (Jutaan Rp) (Jutaan Rp)

2008 2009 A% 2013 2014 A%
ASII 42.710.148 140.477.929 | 228.91 | 275.288.161 | 300.590.382 | 9.19
BBCA 80.128.782 | 119.576.798 | 49.23 | 236.688.096 | 323.597.006 | 36.72
BBNI 10.386.279 30.242.402 191.18 | 73.662.193 113.756.804 | 54.43
BBRI 56.388.245 94.323.371 67.27 178.851.424 | 287.395.737 | 60.69
BMRI 42.517.901 | 98.683.525 | 132.10 | 183.166.666 | 235.666.666 | 28.66
DILD 1.243.902 1.990.243 60.10 3.265.244 6.737.805 106.35
KIJA 689.043 1.639.923 137.88 | 3.883.424 5.969.407 53.72
KLBF 4.062.405 13.202.818 225.01 | 58.593.902 85.781.473 46.40
LPLI 52.219 160.349 207.69 | 561.807 702.259 25.00
MEDC 6.231.684 8.164.506 31.02 6.998.148 11.996.825 71.43
PGAS 42.718.965 94.541.881 121.31 | 108.480.749 | 145.449.049 | 34.08
PLIN 8.520.000 8.875.000 4.17 6.816.000 13.312.500 95.31
PTBA 15.898.509 39.746.274 150.01 | 23.502.144 28.801.648 22.55
RAJA 63.194 118.235 87.30 | 703.296 1.376.015 95.65
SMDR 450.329 622.272 38.22 474.892 2.431.776 412.07
SMGR 24.764.096 44.782.976 80.84 83.931.008 96.090.624 14.49
TLKM 135.719.030 | 185.876.064 | 36.96 208.766.835 | 281.273.820 | 34.73
UNVR 59.514.000 84.311.500 41.67 198.380.000 | 246.449.000 | 24.23

Sumber: Wati et al., 2016

Fenomena kenaikan harga saham ini didukung oleh hasil penelitian Wati et

al, (2017) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan

terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.
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Peningkatan kinerja dan nilai perusahaan akibat adanya koneksi politik juga
didokumentasikan oleh Fan et al., 2004; Faccio, 2006; Goldman et al.; 2006;
Boubakri et al., 2008; Cooper et al., 2010; Wong, 2010; Do et al., 2013; Ang et
al., 2013; Wati et al., 2019.

Niessen dan Ruenzi (2010) menjelaskan terdapat beberapa alasan yang
bisa menjelaskan mengapa perusahaan terkoneksi politik memiliki kinerja yang
lebih baik dibanding perusahaan tidak terkoneksi. Pertama delagasi (politisi)
hanya memilih perusahaan dengan kinerja yang paling baik sebagai tempatnya
bekerja untuk melindungi reputasinya; kedua, politisi biasanya memiliki sudut
pandang orang luar perusahaan yang dapat memberi pandangan independen
terhadap perusahaan yang dapat memberi dampak positif terhadap kinerja ; ketiga,
koneksi politk dapat memberi competitive advantage bagi perusahaan seperti
akses yang lebih mudah untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman, tarif pajak
yang lebih rendah, kontrak dengan perusahaan, atau mengurangi persyaratan

regulasi.

Keberadaan koneksi politik juga memberikan berbagai perlakuan istimewa
dan akses kemudahan dalam perusahaan, seperti akses kemudahan pendanaan,
akses kemudahan mendapat kontrak pengadaan pemerintah, memperoleh
keistimewaan pajak dan subsidi, mengetahui kebijakan public lebih awal,
kemudahan izin perdagangan, kemudahan akses terhadap IPO perusahaan dan

sebagainya.

2.2. Kemudahan Akses Pendanaan

Kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan
terkoneksi politik dalam akses pendanaan didokumentasikan Khwaja dan Mian

(2005), bahwa perusahaan-perusahaan di Pakistan yang terkoneksi politik
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memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari bank Pemerintah.
Faccio et al. (2006) memperkuat temuan Khwaza dan Mian (2005), dimana
perusahaan yang terkoneksi politik mendapat pinjaman yang lebih besar dan
frekuensi pelunasan yang lebih lama dibanding perusahaan tidak terkoneksi
politik. Dana talangan (bailout) yang diberikan IMF atau World Bank terjadi
secara tidak proporsional kepada perusahaan terkoneksi politik, selama 6 tahun
(1997-2002) dari 35 negara sampel, perusahaan terkoneksi politik secara
substansial lebih mungkin diselamatkan ketika IMF atau World Bank
mengintervensi. Akses dana talangan istimewa ini sering digunakan untuk

mendukung perusahaan milik keluarga dan kroni pimpinan politik yang berkuasa.

Manfaat dari koneksi politik juga dinikmati oleh bank di Amerika Serikat
yang melobi The Federal Reserve (The Fed) atau yang memiliki anggota
perusahaan terkoneksi politik (International Business Times, 2013). Studi
membuktikan bahwa bank yang memiliki koneksi politik cenderung lebih mudah
untuk menerima pinjaman darurat dari The Fed selama krisis. Pada umumnya,
bank yang memiliki koneksi politik memiliki utang dengan jangka yang lebih
panjang dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini
didukung oleh Faccio (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat leverage
perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan tidak

terkoneksi.

Claessens et al. (2007) ikut mendukung bahwa perusahaan-perusahaan di
Brazil yang berkontribusi secara substansial meningkatkan akses mereka terhadap
bank, hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keuangan bank merupakan
sarana penting melalui koneksi politik. Boubakri et al. (2012) dengan sampel
perusahaan multinasional mampu membuktikan bahwa perusahaan yang
terkoneksi politik memiliki biaya modal lebih rendah daripada perusahaan yang
tidak terkoneksi politik. Sehingga manfaat koneksi politik lebih besar

dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan.
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Hasan et al. (2014) memperoleh temuan empiris bahwa koneksi politik di
perusahaan-perusahaan Polandia mempengaruhi akses pembiayaan bank, dan nilai
koneksi tersebut meningkat selama krisis keuangan. Houston et al. (2014
memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa koneksi politik meningkatkan
nilai perusahaan-perusahaan AS dan mengurangi biaya monitoring dan risiko
kredit yang dihadapi oleh bank yang pada gilirannya mengurangi biaya peminjam
utang. Di Taiwan, perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan
perlakuan khusus baik yang berkaitan dengan suku bunga maupun yang tidak
berkaitan dengan suku bunga pinjaman bank (Chen et al., 2014).

2.3. Keistimewaan Dalam Mendapatkan Subsidi dan Pajak

Selain kemudahan pembiayaan, perusahaan terkoneksi politik juga
memperoleh akses kemudahan dalam mendapatkan subsidi dari pemerintah yang
nilainya lebih besar, dan kemudahan dalam tarif pajak. Johnson dan Mitton (2003)
menemukan bahwa perusahaan terkoneksi politik mendapat keuntungan subsidi
dari kontrol modal yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Qin (2012)
mendokumentasikan bahwa Perusahaan yang terkoneksi dengan satu pemimpin
yang lebih tiinggi posisinya dari Dewan Negara (Pemerintah Pusat) menerima
9,4% lebih subsidi. Perusahaan yang terkoneksi dengan satu pemimpin yang
memegang posisi kedua di Dewan Negara dan Komite Sentral Partai Komunis
memperoleh 23%. Tian dan Cheung (2013) mendukung temuan sebelumnya
bahwa koneksi politik terbukti mampu memperoleh perlindungan pemerintah,
seperti pinjaman Bank yang lebih, kredit jangka panjang, tingkat pajak efektif riil
yang lebih rendah, serta subsidi pemerintah yang lebih besar. Perusahaan
terkoneksi politik juga mendapat tax benefit yang lebih besar (Wu et al., 2012).
Wu et al. juga menemukan bahwa perusahaan privat dengan jaringan politik

memiliki performa lebih baik dibanding perusahaan privat tanpa jaringan politik.
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2.4. Kemudahan Perizinan

Kemudahan akses lainnya yang dimiliki oleh perusahaan terkoneksi politik
adalah kemudahan dalam perizinan. Mobarak dan Purbasari (2006) meneliti
kemudahan perusahaan dalam mendapat lisensi impor, mereka menemukan bahwa
perusahaan yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto membuat
probabilitas perizinan meningkat sebesar 3 kali lipat, sementara jika ada keluarga
Soeharto yang duduk di jajaran manajemen, maka probabilitas ini meningkat

hingga 4 kali lipat.

Manfaat lain dari jaringan politik didapat dari proses go public suatu
perusahaan (Initial Public Offering). Dengan sampel sebesar 423 perusahaan,
Francis et al. (2009) mendokumentasikan bahwa koneksi politik memiliki manfaat
istimewa dan signifikan dalam proses go public. Terbukti bahwa perusahaan
terkoneksi politik memiliki harga penawaran yang lebih tinggi, underpricing yang

lebih kecil dan biaya tetap yang rendah selama proses go public.

Kemudahan dari koneksi politik ini juga dirasakan oleh Alibaba Group saat
melakukan Initial Public Offering (IPO) seperti dikutip dari New York Times
(2014). Sabagai salah satu syarat pengajuan untuk melakukan IPO, Alibaba
memberitahukan atau mengumumkan pemilik lebih dari 70 persen sahamnya.
Termasuk dalam pemilik tersebut adalah perusahaan Tiongkok dengan petinggi
perusahaan yang merupakan anak maupun cucu dari kelompok elit petinggi
negara. Koneksi tidak langsung yang terbangun tentunya memiliki arti tersendiri,
membantu untuk mengamankan kesempatan dan berpotensi untuk memberi
keuntungan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Koneksi politik yang
dimiliki Alibaba Group dikaitkan merupakan koneksi politik yang terhubung
secara tidak langsung karena koneksi politik muncul melalui hubungan
kepemilikan atas saham oleh suatu perusahaan yang dipimpin oleh keluarga elit

politik atau pejabat pemerintah. Walaupun tidak persis seperti definisi koneksi
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politik dalam penelitian ini, koneksi politik yang dimiliki oleh Alibaba Group
menunjukkan indikasi bahwa koneksi politik yang terbangun berpotensi memberi

keuntungan bagi Alibaba Group (New York Times, 2014).

Dari beberapa literasi perusahaan terkoneksi politik di atas, terlihat nyata
bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki manfaaat dukungan dari
pemerintah. Terbangunnya koneksi politik dengan adanya pejabat pemerintah
dalam perusahaan dapat mempermudah suatu perusahaan untuk memperoleh
akses-akses yang dapat melancarkan kegiatan perusahaannya. Hal tersebut sesuai
dengan Teori Resource Dependence yang menyebutkan bahwa perusahaan yang
memiliki akses ke pihak eksternal sumber uncertainty akan mendapatkan

keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya.
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BAB Il
BIAYA KONEKSI POLITIK

Ibarat dua sisi mata pisau, disamping memiliki dampak positif, koneksi
politik juga memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Koneksi politik dapat
menyebabkan tingginya leverage yang diikuti oleh overinvestment (Wu et al.,
2012; Faccio, 2010), penurunan harga saham dan return saham (Fisman, 2001; Fan
et al., 2004), rendahnya kualitas pelaporan keuangan (Chaney et al., 2011; You
and Du,2012; Yen, 2013; Al-dhamari & Ku Ismail, 2015; Habib et al., 2018;
Salleh & Bin, 2019; Wati et al., 2020a), dan tingginya tax avoidance (Meidina &
Wati, 2020).

Leuz et al. (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik
memanfaatkan koneksi politiknya untuk melakukan manipulasi atau setidaknya
penundaan pelaporan untuk menyesatkan investor. Pihak politisi yang terkait
dengan perusahaan tersebut akan memberikan perlindungan kepada perusahaan-
perusahaan yang terkoneksi dengannya jika perusahaan tersebut melakukan
pelaporan keuangan yang berkualitas rendah (Leuz dan Gee, 2006). Hal serupa
juga disampaikan oleh Chaney et al. (2011) yang mengemukakan bahwa
perusahaan terkoneksi politik memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, tetapi
perusahaan tersebut akan tetap eksis di pasar modal karena dianggap memiliki cost
of debt yang rendah. Bukti lain juga disampaikan oleh beberapa penelitian
sebelumnya bahwa perusahaan dengan koneksi politik melaporkan pelaporan
keuangannya dengan kualitas rendah untuk membantu menutupi upaya apropriasi
dengan tidak melakukan pengawasan secara efisien didokumentasikan oleh
Guedhami dan Pittman, 2006; You & Du, 2012; Yen, 2013; Al-dhamari & Ku
Ismail, 2015; Habib et al., 2018; Salleh & Bin, 2019. Perusahaan terkoneksi politik
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cenderung memiliki pelaporan keuangan yang buram, yang memungkinkan

mereka terlibat dalam rent-seeking (Chi et al., 2019).

Koneksi politik memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam
keterbukaan dan pengungkapan informasi (Leuz dan Gee, 2006; Claessen dan Fan,
2002; Fan et al, 2011; Mohammed et al., 2017; Wati et al., 2020). Tingginya
transparansi  laporan keuangan akan memperlihatkan bermacam-macam
penyediaan subsidi dan perlakuan spesial lainnya yang menimbulkan pertanyaan
legalitas yang bersifat mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengancam
kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat. Adanya
fenomena para pejabat Negara dan pemerintahan baik aktif maupun non aktif yang
duduk sebagai komisaris independen, komisaris atau bahkan sebagai komisaris
utama merangkap komisaris independen di perusahaan, ditengarai menjadi
jembatan bagi perusahaan untuk memperoleh benefit koneksi politik diantaranya
berbagai kemudahan, seperti kemudahan akses pendanaan, akses memperoleh
kontrak pengadaan pemerintah, memperoleh subsidi yang besar dan keringanan
tarif pajak, akses terhadap perizinan perdagangan, jaminan keamanan atas
investasi perusahaan serta kemudahan-kemudahan lainnya. Mereka mengabaikan
good corporate governance dimana dewan komisaris sebagai fungsi monitoring

bagi manajemen dijadikan sebagai ajang mencari rente politik.

Fisman (2001), membuktikan dampak negatif dari koneksi politik, dimana
berita buruk tentang kesehatan Presiden Soeharto memukul pasar saham
Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Soeharto menderita
return negatif. Leuz dan Gee (2006) meneliti persahaan-perusahaan di Indonesia,
dimana hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi erat dengan
Soeharto mengalami kinerja yang memburuk selama krisis keuangan. Chaney et
al. (2011) dengan menggunakan sampel 19 negara, menemukan bahwa
perusahaaan dengan jaringan politik memiliki kualitas pelaporan keuangan yang

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi

Manfaat I Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan | 15



politik, hal ini mengindikasikan bahwa manajer dalam perusahaan tersebut tidak
memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas dari informasi akuntansi
perusahaan. Xu dan Zhou (2008) mengungkapkan bahwa terbongkarnya skandal
dana jaminan sosial Shanghai yang meruntuhkan pejabat tertinggi Shanghai Chen
Liangyu, menjadi bukti bahwa koneksi politik berdampak negatif terhadap
perusahaan. Sekitar 54% dari 137 perusahaan yang terdaftar di Shanghali
dikendalikan oleh pemerintah Shanghai, dan mengalami abnormal return rata-rata
-2,23% selama lima hari seputar pengungkapan pemecatan Chen Liangyu. Sekitar
64% dari 137 perusahaan yang memiliki anggota dewan direksi dengan
pengalaman karir di pemerintahan Shanghai mengalami abnormal return rata-rata

-2,38% selama lima hari seputar pengungkapan pemecatan Chen Liangyu.

Wati et al, (2020a) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
perusahaan terkoneksi politik lebih buruk dibandingkan perusahaan tidak
terkoneksi politik. Perusahaan terkoneksi politik membutuhkan biaya koneksi
yang besar. Manajemen umumnya akan melakukan manajemen laba untuk
menyembunyikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk koneksi tersebut. Faccio
(2010) menunjukkan bahwa rata-rata leverage perusahaan lebih tinggi di
perusahaan terkoneksi politik. Perusahaan-perusahaan terkoneksi politik juga
menikmati pajak yang sedikit lebih rendah, dan memiliki kinerja akuntansi yang
lebih rendah.

Berdasarkan penjelasan manfaat dan biaya koneksi politik di atas, dapat
disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki dampak positif dan negatif secara
bersamaan. Namun Faccio (2010) menyimpulkan bahwa manfaat bersih koneksi

politik lebih besar diperoleh pada negara-negara yang lebih korup.
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BAB IV
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antara
manajemen dengan para pengguna laporan keuangan. Berbagai informasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengestimasi nilai
perusahaan di masa yang akan dating yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait
sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu Informasi utama yang menarik
bagi pengguna laporan keuangan adalah informasi laba.

Menurut Kieso (2012) definisi laporan keuangan yang berintegritas yaitu :
“Dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.l.
Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut
memenuhi kualitas dengan salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS, yaitu
faithfull representation dan juga harus terbebas dari kesalahan material (free from
error) yang dapat menyesatkan para pengguna untuk memenuhi kualitas faithfull

representation.”

Kualitas laporan keuangan dinilai dari sejauh mana laporan keuangan
tersebut menyajikan informasi yang benar, transparan dan tidak bias. Informasi
yang diungkapkan dalam laporan  keuangan  merupakan  bentuk
pertanggungjawaban manajemen, sehingga informasi ini akan digunakan oleh
pihak eksternal atau investor sebagai bentuk pertimbangan dalam pengambilan
keputusan. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan

tersebut memenuhi kualitas reliability (Kieso, 2001).

Tujuan umum laporan keuangan menurut International Financial
Reporting Standards (IFRS) adalah untuk menyediakan informasi keuangan

perusahaan yang berguna untuk investor yang sekarang dan calon potensial
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investor, kreditur, dan pengguna lain dalam membuat keputusan mengenai
ketersediaan sumber daya perusahaan. Informasi keuangan memiliki karakteristik
kualitatif yang mengidentifikasi informasi yang berguna dalam pelaporan
keuangan. (Chaundhry et al. 2015). Dalam IFRS karakteristik kualitatif dibagi
menjadi dua bagian, yaitu karakteristik kualitatif fundamental (fundamental
qualitative characteristic) dan tambahan karakteristik kualitatif (enhancing

qualitative characteristic).

1. Fundamental Qualitative Charateristic

Dalam fundamental qualitative characteristic terdapat dua karakteristik

yaitu :

a) Relevant (Bersangkut-paut)
Informasi keuangan yang relevan mampu mebuat perbedaan dalam
pengambilan keputusan. Informasi mampu membuat perbedaan jika
memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi atau keduanya. Informasi
keuangan memiliki nilai prediktif jika memberikan umpan balik tentang
evaluasi sebelumnya. Materialitas termasuk dalam relevani. Infomrasi
dikatakan material jika menghilangkannya atau salah menyatakannya
dapat mempengaruhi keputusan pengguna.

b) Faitfhull Representation (Penyajian yang Tepat)
Penyajian yang tepat mewakili fenomena yang dinyatakannya. Faithfull
representation memiliki tiga karakteristik, yaitu lengkap (complete),
netral (neutral), dan bebas dari kesalahan (free from error).
Penggambaran yang lengkap mencakup semua informasi yang
dibutuhkan untuk memahami fenomena tersebut. Penggambarakn yang
netral adalah tanpa bias. Bebas dari kesalahan artinya tidak ada
kesalahan atau kelalaian dalam deskripsi fenomena dan dalam proses

yang diterapkan.
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2. Enhancing Qualitative Characteristic

Dalam enhancing qualitative characteristic terdapat empat karakteristik

yaitu :

a) Comparability (Dapat dibandingkan)
Comparability mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi
persamaan dan perbedaan di antara item. Secara konsisten
menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi dalam suatu entitas dari
periode demi periode, atau dalam suatu periode antar entitas membantu
melihat comparability.

b) Veriability (Dapat Diverifikasi)
Veriability membantu untuk menyakinkan pengguna bahwa informasi
yang dinyatakan dapat mewakili fenomena ekonomi dengan tepat, atau
bahwa metode pengakuan dan pengukuran yang telah diterapkan tanpa
kesalahan atau bias material.

c) Timeliness (Ketepatan Waktu)
Timeliness artinya informasi diberikan tepat waktu untuk dapat
mempengaruhi keputusan. Umumnya semakin tua sebuah informasi
maka menjadi kurang bermanfaat bagi pengguna.

d) Understandability (Dapat Dipahami)
Understandability adalah mengklasifikasikan, mencirikan dan
menyajikan informasi dengan jelas dan ringkas. Pemahaman
memungkinkan pengguna yang memiliki pengetahuan yang wajar
tentang bisnis dan kegiatan ekonomi dan keuangan serta pelaporan
keuangan untuk mendapatkan wawasan tentang posisi keangan dan

hasil operasi entitas pelaporan.
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Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi kualitas reliability yang
terdiri dari 3 komponen, yaitu verifiability, representational faithfulness dan
neutrality (Gayatri dan Suputra, 2013). Praktek manajemen laba (earning
management) pada laporan keuangan merupakan salah satu isu yang sangat
penting dan menjadi salah satu sebab timbulnya kerugian terhadap integritas
akuntan dan manajer perusahaan (Fischer dan Rosenzweig, 1995). Scott
mendefinisikan manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh
manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat

memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan.

Merchant dan Rockness (1994) mengartikan manajemen laba sebagai suatu
tindakan manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan
economic advantage yang keliru kepada organisasi dan dalam jangka panjang
akan sangat menggangu, bahkan sangat membahayakan. Manajemen laba
seringkali dilakukan pihak manajemen karena laba merupakan salah satu
informasi potensial yang sangat penting baik untuk internal perusahaan maupun
pihak eksternal. Laba juga berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu
mengestimasi kemampuan laba yang representantif dalam jangka panjang, dan
untuk menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana (Kirschenheiter dan
Melumad, 2004). Kualitas laporan keuangan dapat diukur menggunakan

manajemen laba.

4.2. Pengertian Manajemen Laba

Salah satu pengukuran kualitas pelaporan keuangan yang umum digunakan
perusahaan adalah dengan mendeteksi adanya indikasi manajemen laba.
Manajemen laba merupakan tindakan intervensi dari manajemen dalam proses
pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi
manajer maupun perusahaan (Rosenzweig dan Fischer, 1994). Healy dan Wahlen
(1999) menyatakan manajemen laba adalah manajemen pengambilan keputusan
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oleh manajer dalam pelaporan keuangan dan mengolah transaksi. Hal ini bertujuan
uintuk memudahkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi
perusahaan dan sebagai pertimbangan kontrak kerja dengan memperhatikan
angka-angka pada laporan keuangan akuntansi.

Scott (2012) menyatakan bahwa manajemen laba sebagai sebuah pilihan
yang dilakukan oleh seorang manajer terkait kebijakan akutansi yang akan
digunakan atau dapat berupa aktifitas rill yang akan mempengaruhi pendapatan

perusahaan untuk mencapai tujuan terkait pelaporan pendapatan

National Association of Certified Fraud Examiners menjelaskan bahwa
manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat
laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika
semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan
menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat

atau keputusannya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba
merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan
keuangan. Manajemen laba yang dilakukan seorang manajer merupakan
“permainan” memilih metode dan standar akuntansi yang sesuai dengan
kebutuhannya dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Akuntansi akrual yang
dicatat dengan basis akrual merupakan subjek managerial discretion, karena
fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP memberikan dorongan kepada manajer
untuk memodifikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan laba
seperti yang diinginkan, meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan laba
(Watts dan Zimmerman 1986).

Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan
keuangan secara umum diteliti melalui penggunaan akrual. Pemilihan basis akrual

ditujukan untuk menjadikan laporan keuangan yang lebih informatif yaitu laporan
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keuangan yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penggunaan akrual ini
dapat dirubah, dan ini sering dijadikan peluang bagi manajer untuk mengambil
keuntungan demi mendapatkan insentif atas kinerja keuangan mereka. Standar
akuntansi keuangan menggunakan dasar akrual dalam penyusunan laporan
keuangan untuk dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan utama dari
akrual akuntansi adalah untuk melindungi investor dalam menaksir kinerja
ekonomi perusahaan selama satu periode, melalui penggunaan prinsip akuntansi

dasar seperti pengakuan pendapatan.

4.3. Motif Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu mekanisme manipulasi variabel akutansi.
Berdasarkan tujuannya, terdapat dua tipe dari manipulasi akutansi yaitu perspektif
informatif dan oportunis. Dalam persepsi informasi yang akan diberikan pada
pengguna laporan keuangan sehingga meningkatkan nilai informasi yang
disajikan. Sedangkan dalam perspektif oportunis, manipulasi akutansi didorong
olen motivasi untuk melakukan kecurangan, penawaran saham, peraturan
perundang-undangan, kontrak perjanjian utang dan kompensasi bagi manajemen

dalam rangka mencapai keuntungan ekonomis bagi manajemen (Scott, 2012).

Scott menjelaskan bahwa perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh

manajer perusahaan dapat di identifikasi menjadi 4 pola umum, yaitu:

a. Taking a bath
Taking a bath merupakan suatu pola manajer dalam mengelola laba
perusahaan tahun berjalan cenderung lebih tinggi atau rendah
dibandingkan laba di periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya.
Motivasi pengelolaan laba ini biasanya banyak ditemui pada perusahaan

yang melakukan pergantian pimpinan dimana dengan mengatur pelaporan
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laba yang rendah dan di periode berikutnya manajer baru akan dengan
mudah mencapai target laba yang relatif rendah.

b. Income minimizatio
Pola manajemen laba dengan minimalisasi laba dilakukan manajer pada
saat kondisi perusahaan minimalisasi laba dilakukan dengan melaporkan
tingkat laba tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan laba yang
sebenarnya. Motivasi dengan pola ini banyak dilakukan untuk tujuan
perpajakan dan politis. Dengan pelaporan laba yang lebih rendah maka
perusahaan akan dikenakan biaa fiskal jauh lebih rendah dibandingkan
yang seharusnya dibebankan jika pelaporan laba dilakukan dengan benar.
Salah satu perlakuan akutansi yang digunakan adalah dengan menghapus
aset, atau melakukan pengeluaran dalam bidang riset dan pengembangan.

c. Income maximization
Manajemen laba melalui pemaksimalkan laba dilakukan pada saat manajer
memiliki insentif untuk memperoleh manajer melakukan perilaku
manajemen laba melalui teknik maksimalisasi laba yaitu pada saat dan
Alvia (2011) memberikan contoh tindakan yang dilakukan manajer untuk
memaksimalkan laba antara lain dengan menunda pelaporan biaya terjadi
di periode berjalan ke periode berikutnya. Pola ini banyak dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana
agar memperoleh penilaian positif dari pada investor potensial yang akan
membeli saham perusahaan.

d. Income smoothing
Perilaku perataan laba cenderung dimotivasi oleh keinginan manajer yang
menginginkan tingkat laba yang stabil sehingga konsekuensinya adalah
manajer memperoleh bonus yang stabil pula. Perataan laba dilakukan
dengan cara mengurangi volitilitas laba sehingga perbedaan antara laba

tahun lalu dengan laba tahun berjalan cenderung sedikit. Selain insentif,
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lain :

a.

bonus, manajer melakukan manajemen laba melalui teknik perataan laba
untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih baik bagi
pemberi dana baik kreditor maupun investor sehingga mereka akan menilai
risiko yang rendah maka kreditur atau investor akan meminta kompensasi
yang lebih rendah akan investasinya. Disisi perusahaan sendiri,
kompensasi pemilik dana akan menekan angka biaya modal baik modal

utang maupun ekuitas.

Terdapat beberapa motivasi untuk melakukan earning management antara

Bonus Purpose (Tujuan Bonus)

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan
bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan
memaksimalkan laba saat ini. Penelitian Healy (1985) menggunakan
pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan
memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah
dan batas atas. Ketika laba berada di bawah maka manajer tidak
mendapatkan bonus, ketika laba berada diatas maka manajer hanya
mendapatkan bonus tetap.

Alasan bonus, adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan
menyebabkan pihak manejemen dapat mengatur laba bersih untuk
memaksimalkan bonus mereka. Motivasi bonus merupakan dorongan
manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk
memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer
perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode —
metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada

periode berjalan.
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b. Politik
Beberapa badan usaha secara politik cukup dipandang. Hal ini bisa
dikarenakan badan usaha tersebut aktivitas produksi berkaitan dengan
banyak orang. Selain itu mungkin juga karena memiliki industri yang
strategis dan memonopoli, pasti akan mendapat sorotan dari pihak
stakeholder. Oleh karena itu menghindari sorotan itu mereka sering kali
berusaha untuk melakukan earning management.

c. Taxation Motivation (Motivasi perpajakan )
Perpajakan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan
keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, beban fiskal menjadi beban yang
tidak dapat dihindarkan. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi
manajemen laba yang nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan
tujuan untuk penghematan pajak pendapatan perusahaan.

d. Pergantian CEO
Peningkatan laba sering terjadi periode disekitar masa akhir jabatan
direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa direksi akan melakukan
pengelolaan atas laba di akhir masa jabatannya untuk memaksimalkan
kinerja berimlikasi pada penerimaan bonus yang lebih besar.

e. Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Saham Perdana
Intial publik offering merupakan pilihan yang dapat digunakan usaha selain
(IPO) merupakan pilihan yang dapat digunakan oleh manajer dalam
memproleh pendanaan tambahan guna ekpansi usaha. Selain IPO,
penjualan saham dapat dilakukan dengan penawaran saham kedua melalui

penambahan penjualan saham.

4.4. Indikator Manajemen Laba Akrual

Terdapat dua konsep akrual yaitu discretionary accrual dan non-

discretionary accrual (Jones, 1991). Discretionary accrual adalah akrual yang
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dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, sementara non-discretionary
accrual adalah akrual yang berubah bukan karena pertimbangan ataupun
kebijakan manajemen. Metode akrual semakin banyak digunakan dalam
menurunkan laba perusahaan dan merevisi ekspektasi pasar dan biasanya akrual
diskresioner digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki perkiraan financial
(Cairney dan Murdoch, 1997).

Kualitas laporan keuangan dapat diukur menggunakan manajemen laba
akrual maupun manajemen laba riel. Terdapat beberapa model untuk mengukur

manajemen laba akrual.
1. The Healy Model

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata
total akrual (dibagi total aset periode sebelumnya). Healy (1985)
menganggap bahwa non discretionary accrual tidak dapat diobservasi.

Model pengukurannya yaitu :

NDA=0 sehingga TA = NDA
Keterangan :

NDA = Non discretionary accrual
TA = Total accrual

2. The De Angelo Model

De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan perbedaan pertama
dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut
diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini
menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aset periode
sebelumnya) untuk mengukur non discretionary accrual. Model

pengukurannya yaitu :
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NDAt = Estimasi non discretionary accrual TA-t1 = Total accrual

dibagi total aset 1 tahun sebelum tahun t
3. Model Jones (1991)

Jones (1991) menawarkan suatu model untuk memisahkan total akrual
menjadi nondiscretionary dan discretionary accruals. Model Jones ditujukan
untuk menghitung akrual yang diharapkan terjadi seiring dengan berubahnya
aktivitas operasional perusahaan yaitu nondiscretionary accruals. Selisih
antara total akrual dengan nondiscretionary accruals akan menggambarkan
discretionary accruals atau accrual yang dengan sengaja diterapakn

manajemen untuk tujuan tertentu.

Model Jones menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan
total aktiva tetap (bangunan, tanah dan peralatan/ PPE). Residu dari regresi
yang dilakukan akan menghasilkan angka yang dianggap sebagai
discretionary accruals. Model Jones diambarkan dengan persamaan, seperti
berikut:

TACCit= a1+ 02(AREVit) + asPPEi+ it

TACCit - total akrual untuk perusahaan i untuk tahun t, dibagi total aset

untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1

AREVit : perubahan dalam pendapatan untuk perusahaan i untuk tahun

t, dibagi total asset untuk perushaan i pada akhir tahun t-1

PPEit . aktiva tetap perusahaan i pada periode t dibagi total asset

perusahaan i pada periode t-1

Model ini didasarkan oleh dua asumsi yaitu pertama, nilai total aktiva tetap
(property plant and equipment / PPE) merupakan nilai terbesar yang
memberikan kontribusi terhadap total akrual melalui beban depriasi yang

sifatnya non-discretionary. Kedua, akrual periode berjalan (atau perubahan
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saldo akun modal kerja) yang berasal dari perubahan perekonomian

perusahaan berhubungan langsung dengan perubahan penjualan.

Dengan adanya asumsi pertama, maka salah satu kelemahan model ini adalah
tidak dibedakannya akrual yang berasal dari perubahan penjualan dengan
perubahan aktiva. Mengingat sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit

sehingga juga akan menimbulkan perubahan pada sisi aktiva khususnya akun

piutang.
4. Model Jones Modified (1995)
Berdasarkan adanya kelemahan model Jones, dimana tidak dibedakannya
akrual yang berasal dari perubahan penjualan dengan perubahan aktiva, maka
Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) mengajukan suatu model yang
merupakan modifikasi dari model Jones yaitu :
TACCit = a1 (1/ TAit-1) + a2 (AREVit - ARECit) + 03 PPEit + it
Dimana:
TACCit = total akrual untuk perusahaan i untuk tahun t, dibagi total aset
untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
TAit1 = total aset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
AREVit = perubahan dalam pendapatan untuk perusahaan i untuk tahun
t, dibagi total aset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
ARECi = perubahan dalam piutang bersih untuk perusahaan i untuk
tahun t, dibagi total aset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-
1
PPEi = aktiva tetap perusahaan i pada periode t dibagi total aset
perusahaan i pada periode t-1
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Kemudian persamaan tersebut diestimasi menggunakan metode ordinary least
square estimasi al, a2, a3 didapat dari regresi OLS tersebut dan digunakan

untuk menghitung non discretionary accruals sebagai berikut:
NDACCit = a1 (1/ Ait-1) + 02 ( AREVit - ARECit )+ a3 PPEit + &it

Dan setelah didapat nilai dari non discretionary accruals, dapat dihitung nilai

discretionary accruals nya dengan rumus:
DACCIit = TACCit - NDACCit

5. Model Kasznik (1999)
ACCRIit = ap+ a1 (AREVirARECit) + a2 PPEit +a3ACFOit + Eit
ACFO : perubahan arus kas operasi dari tahun t-1 ke tahun t
6. Model Descow, Richardson, dan Tuna (2002)
ACCRit = 0o+ a1 (AREVit (1-k)AREC#) + 02 PPEit +03ACCRir 1 asAREVjt +
Eit
K : koefisien dari regresi AREC terhadap AREV
ACCRy. : total akrual ditahun t-1 diskalakan dengan total aset t-2
REV+1 : perubahan penjualan dari tahun t ke t+1 diskalakan dengan penjualan
di tahun
7. Model McNichols (2002)
Tai,t = oo +1 (AREVi,t) +ocz (PPEI,t) + oc3 (CFOIt) + o4 (CFOIt — 1) + 5
(CFOi,t+1) + Eit
CFOi,t-1 : arus kas operasi tahun awal tahun diskalakan dengan aset tahun t-2
CFOi,t+1 : arus kas operasi tahun t+1 diskalakan dengan aset tahunt
Variabel lain diskalakan dengan aset awal tahun
8. Model Kothari et al. (2005)
Tai,t = ag +1 (AREVIi t) +o¢; (PPEI,t) + oc3 (ROAIt-1)+ Eit (2.6)
ROAIt-1 = return on assets
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4.5. Indikator Manajemen Laba Riil

Teknik manajemen laba dengan memanipulasi aktivitas riil atau dikenal
dengan manajemen laba riil diperkenalkan oleh Roychowdhury. Roychowdhury
(2006) mendefinisikan manajemen laba riil sebagai tindakan-tindakan manajemen
yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan
utama untuk mencapai target laba. Manipulasi aktivitas riil seperti memberi diskon
harga, penurunan beban diskresioner serta produksi dalam jumlah yang besar.
Roychowdhury (2006) menyatakan bahwa praktik manajemen laba rill dapat di
lakukan dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1. Memanipulasi penjualan atau meningkatkan penjualan secara tidak wajar
(sales manipulation). Cara ini dilakukan dengan menawarkan diskon harga
atau syarat kredit yang ringan. Akibatnya, manajemen perusahaan dapat
meningkatkan penjualan selama tahun berjalan sehingga akan hilang ketika
harga jual kembali ke harga awal.

2. Mengurangi pengeluaran diskresioner. Pengeluaran diskresioner seperti
biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, dan biaya pemeliharaan dapat
mengurangi biaya yang dilaporkan dan meningkatkan laba dengan
mengurangi pengeluaran diskresioner. Pada proses pergantian direksi atau
pimpinan perusahaan, pengelola lama cenderung menunda atau
mengurangi pengeruaran diskresioner untuk mendapatkan bonus dari
penyajian laba yang besar pada tahunnya.

3. Produksi yang berlebihan. Agar laba naik, manajer memproduksi lebih
banyak persediaan dari sewajarnya untuk memenuhi permintaan. Dengan
tingkat produksi yang lebih tinggi, biaya overhead tetap per unit makin
kecil sehingga biaya per unitnya akan turun. Hal ini membuat biaya barang
terjual lebih rendah sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan operasi

yang lebih baik.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan Roychowdhury (2006)
mengembangkan model empiris yang dapat digunakan untuk mendeteksi
terjadinya manajemen laba riil untuk menghindari kerugian (avoid loss)
hasilnya menujukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel
berusahaan menghindari kerugian dengan cara menawarkan diskon harga
untuk meningkatkan penjualan sementara waktu, atau melakukan produksi
berlebihan (overproduction) untuk memperkecil biaya barang terjual
(COGS), atau menurunkan pengeluaran diskresioner secara agresif untuk
meningkatkan keuntungan.

Menurut Roychowdhurry, pendeteksian adanya praktik manajemen
laba riil dapat dilakukan degan tiga model, yaitu cash flow operations
abnormal, production costs dan abnormal discretionary expenses.

a. Aliran kas operasi abnormal
Merupakan selisih antara aliran kas operasi akrual dan aliran
kas operasi normal. Aliran kas operasi noemal merupakan fungsi linear
dari penjualan dan perubahan penjualan yang dipublikasikan oleh
Cohen dan kawan-kawan di The Accounting Review, salah satu media
publikasi penelitian akuntansi bergengsi di dunia.
b. Biaya produksi abnormal
Biaya produksi didefinisikan sebagai jumlah biaya barang terjual
dan perubahan sediaan selama tahun berjalan.
c. Biaya diskresionari abnormal
Abnormal DISC adalah manipulasi laba yang dilakukan melalui biaya
penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan,
administrasi dan umum.

a. Abnormal Cash Flow Operation

CFOUAt-1 = a0 + al (1/log At-1) + 1 (SUAt-1)
+ B2 (ASUAt-1) + gt ... (1)
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b. Abnormal Production Costs

PRODUAt-1 = 00 + al (1/log At-1) + B1 (St/At-1) + B2 (ASt/At-1)
+ B3 (ASt-1/At-1) + gt ... (2)

c. Abnormal Discretionary Expenses

DISCUAt-1 = a0 + al (1/log At-1) + B(ASt-1/At-1) + &t ... (3)

Keterangan:

CFOt : Arus kas operasi perusahaan i tahun t

PRODt : Harga pokok penjualan ditambah perubahan persediaan

DISCt : Biaya penelitian dan pengembangan ditambah biaya iklan
ditambah biaya penjualan, administrasi, dan umum

At-1: Total asset perusahaan pada tahun t-1

St : Penjualan perusahaan pada akhir tahun t

ASt : Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t dibandingkan dengan
penjualan pada akhir tahun t

ASt-1 : Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t-1 dibandingkan
dengan penjualan pada akhir tahun t-2 a,

B : Koefisien regresi

Kualitas laporan keuangan dapat diukur menggunakan manajemen laba riil
dengan menjumlahkan Abnormal Cash Flow Operation, Abnormal Production
Costs, dan Abnormal Discretionary Expenses untuk mendapatkan nilai total dari
manajemen laba riil. Untuk menyamakan arahnya, maka Abnormal Production
Costs dikalikan dengan (-1) sebelum dijumlahkan. Indikasi perusahaan melakukan
manajemen laba riil atau tidak, dapat diketahui melalui nilai mean dari hasil

seluruh penjumlahan proksi manajemen laba riil.
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Apabila nilai mean manajemen laba riil sama dengan atau lebih dari 0,
maka perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil (REM > 0) sedangkan
perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba riil jika nilai mean manajemen
laba riil kurang dari 0 (REM < 0). Tambahan variabel hasil dari proksi manajemen

laba riil disebut dengan real earnings management (REM)

REM = ABNCFO + (ABNPROD x (-1)) +
ABNDISC
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BAB V

TEORI KEAGENAN DAN TEORI AKUNTANSI
POSITIF

5.1. Teori Keagenan

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat tiga potensi masalah keagenan
yang muncul di perusahaan, yaitu: (1) Konflik antara manajemen dan pemegang
saham (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik ini terjadi ketika kepemilikan
tersebar di tangan banyak pemegang saham sehingga tidak satu pun pihak yang
dapat mengontrol manajemen sehingga manajemen dapat menjalankan
perusahaan sesuai dengan keinginannya, tanpa ada pengawasan dari pemegang
saham. (2) Konflik antara pemegang saham pengendali dan non pengendali
(Shleifer dan Vishny, 1997). Konflik ini terjadi jika terdapat satu pemegang saham
mayoritas sebagai pemegang saham pengendali dan beberapa pemegang saham
minoritas sebagai pemegang saham non pengendali. Hal ini menyebabkan
pemegang saham mayoritas memiliki kendala absolut sehingga dapat melakukan
tindakan yang menguntungkannya (ekspropriasi), tetapi merugikan pemegang
saham minoritas. (3) konflik antara pemegang saham/manajer dengan pemberi
pinjaman (kreditur). Sumber konflik yang terjadi antara pemegang saham dan
kreditur disebabkan adanya keputusan-keputusan seperti pembayaran dividen,
claim dilution, pergantian aset, underinvestment, yang cenderung lebih

menguntungkan pihak pemegang saham dibandingkan kreditur atau sebaliknya.

Konflik keagenan Type I, manajer (agent) sebagai manusia kemungkinan
besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic (mementingkan kepentingan
sendiri). Kondisi ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Eisenhardt (1989), yang
menyatakan tiga asumsi sifat dasar manusia dalam menjelaskan tentang teori

agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),
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(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang

(bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya konflik keagenan

memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1) The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang
dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam
mengelola perusahaan.

2) The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang
dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang
merugikan prinsipal.

3) The residual loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen

karena adanya hubungan agensi.

Konflik keagenan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berada di
pasar berkembang khususnya Indonesia kebanyakan terkait antara pemegang
saham mayoritas dan minoritas (La Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000;
Lukviarman, 2004; Kim, 2006; Siregar,2006; Wati et al., 2019).

Salah satu penyebab dari konflik keagenan adalah adanya asymmetric
information.  Asymetric  information  timbul  karena  permasalahan
ketidakseimbangan informasi yang diberikan oleh agen. Manajemen sebagai agen
mempunyai fungsi mengelola perusahaan dan melaporkan kinerjanya dalam
laporan keuangan yang menjadi informasi krusial bagi stakeholder. Laporan
keuangan yang dikeluarkan manajemen dapat menjadi pemicu munculnya
ketidakseimbangan informasi karena laporan tersebut memiliki peluang untuk

dimanipulasi.

Scott (2015) menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk asimetri informasi.
Yang pertama adalah adverse selection (seleksi yang merugikan) dan yang kedua

adalah moral hazard (bahaya moral).
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Adverse selection merupakan bentuk asimetri informasi dimana satu atau
banyak pihak dalam transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keuntungan
informasi atas pihak lain. Ada banyak cara yang manajer dan orang dalam lainnya
dapat memanfaatkan keuntungan informasi mereka dengan mengorbankan orang
luar. Contohnya, manajer dapat berperilaku oportunistik dengan membiaskan atau
mengelola informasi yang dirilis kepada investor mungkin untuk meningkatkan
nilai opsi saham yang mereka pegang. Mereka mungkin menunda atau secara
selektif mengeluarkan informasi lebih awal kepada investor atau analis terpilih,
memungkinkan orang dalam termasuk diri mereka sendiri untuk mendapatkan

manfaat dengan mengorbankan investor biasa.

Sedangkan moral hazard (bahaya moral) merupakan jenis asimetri informasi
dimana satu atau lebih pihak dalam kontrak dapat mengamati tindakan mereka
dalam pemenuhan kontrak tetapi pihak lain tidak dapat melakukannya. Moral
hazard terjadi karena pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menjadi ciri
sebagian besar perusahaan. Secara efektif tidak mungkin bagi pemegang saham
dan pemberi pinjaman untuk mengamati secara langsung tingkat dan kualitas
upaya manajer puncak atas nama mereka. Kemudian, manajer mungkin tergoda
untuk menghindari upaya, menyalahkan setiap penurunan kinerja perusahaan pada
faktor-faktor di luar kendalinya, atau membiaskan laba yang dilaporkan untuk
ditutup-tutupi. Tentunya, jika ini terjadi ada implikasi serius baik bagi pihak
kontraktor dan untuk efisiensi kerja ekonomi (Scott, 2015).

Teori keagenan menyatakan bahwa konfik kepentingan dan asimetri
informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang
tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Corporate
governance merupakan mekanisme pengawasan yang tepat, sehingga corporate
governance diharapkan dapat menjadi media untuk memberikan keyakinan
kepada investor atau pemegang saham bahwa mereka akan menerima return atas

investasinya.
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5.2. Teori Akutansi Positif

Berdasarkan teori akutansi positif, ada beberapa motivasi yang melatar
belakangi pengelola perusahaan dalam melakukan manajemen laba (Watts dan

Zimmerman, 1986) yaitu:

1. Untuk Memaksimalkan Bonus (Bonus Plan Hypothesis)
Manajer mempunyai informasi laba sebelum dilaporkan dalam laporan
keuangan, sementara pihak luar tidak mengetahuinya sampai mereka
membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, manajer akan berusaha untuk
mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus
mereka berdasarkan compensation plans perusahaan. Karena bonus yang
dibagikan manajemen, lebih sering didasari atas performa perusahaan yang
dipimpinnya.Peneliti yang telah membuktikan hipotesis ini contohnya
adalah yang dilakukan oleh Healy (1985), ia menemukan bahwa manajer
perusahaan Yyang rancangan bonusnya didasarkan laba akuntansi,
cenderung menerapkan kebijikan akrual untuk memaksimumkan
ekspektasi bonusnya.

2. Untuk memenuhi persyaratan Tertentu Dalam Kontrak Hutang (Debt
Covenants Hypothesis).
Banker dan kreditor menilai perusahaan yang layak mendapatkan kredit
adalah perusahaan yang berkapabilitas untuk mengembalikan hutang
tersebut ditambah return berupa bunga. Perusahaan yang mampu
mengembalikan hutang adalah perusahaan yang berhasil menghasilkan
laba. Dengan tingkat laba yang tinggi, diharapkan perusahaan dapat lebih
dipercaya kreditor, dengan begitu kreditor dapat memberikan fasilitas

tambahan berupa bunga yang ringan.
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Hipotesa ini telah terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh DeFond
dan Jiambalvo yang menemukan bahwa manajer menggunakan
discretionary accrual sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan kontrak
hutang. Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang akan
melakukan manajemen laba dengan pola penaikkan laba sehingga
menaikkan rasio debt-to-equity dan interest converage pada level yang
ditentukan. DeAngelo dan Skinner menemukan perusahaan menutupi
pelanggaran perjanjian dividen dengan perubahan metode akutansi,
estimasi akutansi, atau akrual untuk menghindari kewajiban deviden atau

membuat merestrukturisasi keputusan-keputusan menjadi lebih mahal.

. Motif biaya politik

Scott menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi
perusahaan, maka manajemen akan lebih cenderung memilih prosedur
akuntansi yang menunda laporan laba dalam periode ini ke periode yang

akan datang.

. Motif menghindari penurunan laba dan kerugian

Kinerja manajemen yang buruk adalah yang tidak sesuai dengan
ekspektasi dari shareholder, yang sering kali berupa peningkatan laba. Jika
operasi perusahaan menghasilkan kerugian atau penurunan laba, kuat
kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba demi menghindari
penilaian buruk shareholder. Hayn (1995) menegaskan bahwa perusahaan
yang memiliki laba hampir di bawabh titik nol akan melakukan menipulasi

laba untuk melewati titik nol tersebut.

. Motif Initial Public Offering (IPO)

Initial Public Offering adalah gerbang awal bagi perusahaan untuk
mengumpulkan dana dari masyarakat. Dengan meningkatkan laba

menjelang IPO, mengisyaratkan kepada calon investor bahwa perusahaan
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berperforma baik dan menarik untuk melakukan investasi. Sebagai imbal
balik tingginya minat calon investor adalah harga saham yang tinggi, yang

berarti dana yang dapat dihimpun semakin besar.
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BAB VI
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

6.1. Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori
keagenan dan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah
mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin
bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke
dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang
telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor

mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Perusahaan dengan tata kelola perusahaan (good corporate governance)
yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal. Tata
kelola perusahaan mencakup kontrol dan prosedur yang ada untuk memastikan
bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Selain untuk
mengurangi tindakan manajemen yang bertindak untuk kepentingannya sendiri,
corporate governance juga mempengaruhi informasi yang diungkapkan kepada

investor atau pemegang saham di perusahaan tersebut (Kanagaretnam et.al, 2007).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada
tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of
Corporate Governance. Pilar-pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang
dikemukakan oleh OECD adalah fairness (keadilan), transparency (transparansi),
accountability (akuntabilitas) dan responsibility (tanggung jawab).
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Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa

asas atau prinsip GCG yang harus dimiliki perusahaan adalah transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan

dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

1)

2)

3)

Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.

Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan Kkinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan.

Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen.
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4) Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Mekanisme pengendalian corporate governance dapat dilakukan melalui
mekamisme eksternal dan internal. Mekanisme kontrol eksternal merupakan
pengendalian perusahaan berdasarkan mekanisme pasar (the market for corporate
control) (Walsh dan Seward, 1990), sedangkan mekanisme internal adalah
pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris termasuk komite-komite di
bawahnya, dewan direksi, manajemen dan para pemegang saham, atau melalui
skema insentif yang menarik dan kompetitif untuk manajemen (Fama dan Jensen,
1983; Fama, 1980).

6.2. Efektifitas Dewan Komisaris

Penelitian ini menggunkan mekanisme corporate governance internal
berupa efektifitas dewan komisaris sebagai salah satu fungsi controlling dalam
perusahaan yang terdiri dari independensi dewan komisaris, aktivitas dewan

komisaris, jumlah dewan komisaris (board size) dan kompetensi dewan komisaris.

6.2.1. Dewan Komisaris

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6)
mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perseroan Yyang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran
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dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
Dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara lengkap kewajiban dan
tanggung jawab Dewan Komisaris. Pasal 108 menyatakan bahwa tugas dan

kewajiban dewan komisaris yaitu:

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannnya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.

3) Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

4) Dewan komisaris yang terdiri atas lebih 1 (satu) orang anggota merupakan
majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau
mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan
utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling

sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

Berdasarkan tugas dan kewajiban dewan komisaris di atas, terlihat dewan
komisaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik.

Menurut Wati (2016), dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya
dituntut untuk bersikap independen dan selalu memperhatikan kepentingan
perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya di atas kepentingan pribadi
atau golongan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipenuhi oleh dewan
komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif (KNKG, 2006):
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1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yang berintegritas dan memiliki
kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk
memastikan bahwa direksi telah memperhatikan semua pemangku
kepentingan.

3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

6.2.2. Komisaris Independen

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, dewan komisaris harus berada pada
posisi yang tidak memihak pada kepentingan tertentu dan lebih mementingkan
seluruh stakeholders perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG, 2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang
terjadi diantara para manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen, dan
memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi
terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan memiliki
tata kelola yang baik (Wati, 2016).

Komisaris independen diukur melalui proporsi jumlah komisaris independen
dibagi jumlah dewan komisaris dikalikan 100%. Minimal ketentuan dewan
komisaris independen di Indonesia adalah 30% dari total jumlah dewan komisaris

di perusahaan.
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6.2.3. Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah salah satu hal yang
dapat mempengaruhi efektifitas peran monitoring. Dewan komisaris yang aktif
mengadakan pertemuan secara rutin akan dapat mengetahui permasalahan lebih
detail dan lebih dini, sehingga pengawasan yang lebih sistematis dapat dilakukan
terlebih dahulu.

Aktivitas dewan komisairs diukur melalui jumlah rapat (frekuensi) baik yang
dilakukan oleh sesame dewan komisaris maupun dengan dewan direksi selama

kurun waktu 1 tahun.

6.2.4. Jumlah Anggota (Size) Dewan Komisaris

Kemampuan dewan komisaris untuk memonitor akan berkurang dengan semakin
besarnya ukuran dewan komisaris karena akan menimbulkan masalah dalam
koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan, justru perusahaan dengan
jumlah board yang kecil menunjukkan nilai yang lebih menguntungkan untuk
kinerja keuangan perusahaan (Yermack, 1996), sehingga dapat disimpulkan
bahwa board yang berukuran lebih kecil akan lebih efektif dalam melakukan

tindakan pengawasan dibandingkan board yang berukuran besar.

Wati (2017), menemukan bukti empiris bahwa jumlah dewan komisaris maupun
komisaris independent tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja
pasar. Artinya, besar kecilnya jumlah dewan komisaris di perusahaan tidak

menentukan Kinerja perusahaan.

Board size diukur dari jumlah dewan komisaris yang terdiri dari Presiden

komisaris, komisaris independen dan anggota dewan komisaris.
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6.2.5. Kompetensi Dewan Komisaris

Kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris merupakan faktor
yang sangat penting bagi terciptanya dewan komisaris yang efektif. Berdasarkan
hasil penelitian Beasley (1996), menunjukkan bahwa kompetensi dari anggota
board dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman mengenai
laporan keuangan serta informasi keuangan perusahaan lainnya. Kompetensi
tersebut akan mempengaruhi kemampuan dewan komisaris dalam menjalankan

fungsinya dalam melakukan pengawasan dengan optimal (Wati, 2016).

Jeanjean dan Stolowy (2009) menemukan bahwa keahlian akuntansi yang
rata-rata berhubungan negatif dengan tipe dari board (two tier versus one-tier) dan
kesempatan pertumbuhan, dan berhubungan positif dengan independensi dari
board, ownership concentration dan kepemilikan institutional. Pengalaman yang
dimiliki oleh outside independent board dapat dicerminkan dari jabatan atau
pekerjaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pengalaman sebagai anggota
dewan di perusahaan lain, CEO atau mantan CEO dari perusahaan lain, atau
konsultan manajemen akan dapat meningkatkan kompetensi peran monitoring dari
outside independent board. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengetahuan
dan pengalaman dari dewan komisaris akan mempengaruhi efektifitas peran

monitoring dari dewan komisaris.

6.3. Efektifitas Komite Audit

Dewan komisaris harus bekerja dalam suatu lingkungan bisnis yang sangat
kompleks dan karenanya perlu mendelegasikan beberapa fungsinya kepada suatu
badan atau komite yang anggotanya independen dalam pengertian tidak terkait
dengan kegiatan perusahaan sehari-hari (non-executive) yaitu komite audit.
Turnbull Report menegaskan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas

penyelenggaraan internal kontrol perusahaan. Namun karena keterbatasan-
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keterbatasan yang dimilikinya, dewan komisaris tidak dapat secara langsung
melakukannya. Mereka menyelesaikan tugas itu dengan cara membentuk suatu
badan/komite, yang biasa dikenal dengan sebutan komite audit.

Secara umum dan berdasarkan international best practices Komite Audit
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang-bidang pengawasan
pelaporan keuangan (financial reporting), Corporate Governance, dan
pengawasan perusahaan (corporate control). Dalam bidang financial reporting,
tanggung jawab Komite Audit secara umum adalah untuk memastikan bahwa
laporan keuangan perusahaan telah menggambarkan keadaan perusahaan secara
wajar mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka
panjang.

Secara spesifik tanggung jawab meliputi: merekomendasikan akuntan
publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akutansi publik, menilai
kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan,
termasuk : laporan tahunan, laporan auditor, dan management letters.

Dalam bidang Corporate Governance, Komite Audit harus dapat
memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua
peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan
menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Secara spesifik
pelaksanaannya dilakukan dengan :

a. Meriview peraturan perusahaan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan
hukum, peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak ada benturan
kepentingan maupun unsure-unsur yang melanggar kepatuhan (mis-
conduct),

b. Meriview masalah sengketa hukum maupun masalah yang bertentangan
dengan penyelenggaraan good corporate governance yang dihadapi oleh

perusahaan,
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c. Meriview masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut
benturan kepentingan, melanggar kepatuhan (mis-conduct) serta
melakukan kecurangan atau manipulasi (fraud), dan

d. Mewajibkan internal auditor untuk melaporkan hasil monitoring
pelaksanaan corporate Governance maupun temuan lain yang dianggap

materiil.

Komite Audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya
Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit. Seorang Komisaris
Independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas dapat diharapkan untuk
bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Anggota
Komite Audit lainnya pun harus benar-benar independen terhadap perusahaan,
dalam arti mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan, dan
tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan Direksi dan Komisaris
perusahaan. Nama anggota Komite Audit harus diumumkan ke publik sehingga

terjadi kontrol sosial terhadap independensinya.

Komite Audit harus transparan, dimulai dengna keharusan adanya audit
charter dan agenda program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit yang
kemudian didukung dengan adanya rapat Komite Audit yang teratur dan selalu
menghasilkan risalah rapat tertulis Komite Audit harus menyiapkan laporan
tertulis kepada Komisaris tentang pencapaian tugas-tugas mereka selama periode
penugasan, dan disarankan laporan tersebut tertuang di laporan tahunan
perusahaan untuk konsumsi publik, terutama hal-hal yang menyangkut identifikasi

dan penanganan resiko yang penting bagi perusahaan.

Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan
pemenuhan persyaratan generic dari anggota komite audit, yang secara team
setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup, antara lain dalam
hal:

48 | Manfaat & Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan



1. Audit, Akutansi dan Keuangan : pemahaman mendalam konsep dan praktek
mengenai Financial Engineering, Corporate Finance, Auditing (Audit
Keuangan, Audit Operasional, dan Audit Khusus), dan Fraud Examination.

2. Peraturan dan Perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek
peraturan dan perundangan mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar
Komoditi berjangka, Bursa Saham, Undang-Undang PT, dan GCG.

3. Proses Bisnis Industri terkait: pemahaman konsep dan praktek bisnis industry
terkait, missal: Industri Perbankan, Industri Tambang, dan Industri Produk

Konsumen.

Komite Audit harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan
pihak auditor internal. Komite Audit harus selalu bersikap adil dalam
pengambilan keputusan, benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada
semua pihak, terutama dalam penelaahan terhadap kesalahn asumsi maupun
pelanggaran terhadap resolusi Direksi. Untuk itu, semua keputusan harus
didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang yang sukup. Bila diperlukan,
Komite Audit dapat meminta bantuan pihak eksternal terhadap penyidikan hal-hal
tertentu, misalnya meminta bantuan pihak luar mengadakan Audit Forensik

terhadap terjadinya suatu Fraud yang signifikan di perusahaan.

Treadway Report (Laporan dari Komisi Nasional Amerika tentang
kecurangan dalam pelaporan keuangan) yang berisi rekomendasi-rekomendasi
untuk meningkatkan efektivitas komite audit, banyak dijadikan acuan dalam
banyak penelitian tentang komite audit di banyak negara. Rekomendasi-

rekomendasi tersebut antara lain :

- Komite audit sebaiknya memiliki sumber daya dan wewenang yang

memadai untuk menjalankan tanggung jawab mereka.
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Komite audit harus memiliki informasi dan melakukan pengawasan efektif
terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan dan sistem pengendalian
internal.

Komite audit sebaiknya mereview evaluasi dan manajemen terhadap
independensi auditor eksternalnya.

Komite audit perlu mengawasi laporan keuangan kwartalan sebagaimana
proses pelaporan tahunan.

Pedoman kerja tertulis dari Komite Audit harus selalu dikembangkan.
Komite audit bersama dengan manajemen puncak harus memastikan bahwa
keterlibatan dalam audit internal dalam proses pelaporan keuangan adalah
hal yang tepat.

Setiap tahun komite audit sebaiknya mereview program yang dikembangkan
olen manajemen untuk mengawasi manajemen terhadap kode etik

perusahaan.
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BAB VII

KETERKAITAN KONEKSI POLITIK DAN
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antara
manajemen dengan para pengguna laporan keuangan. Berbagai informasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengestimasi nilai
perusahaan di masa yang akan datang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait
sebagai dasar pengambilan keputusan (Wati et al., 2020a). Salah satu informasi

utama yang menarik bagi pengguna laporan keuangan adalah informasi laba.

Menurut Chaney et al. (2011) ada tiga hal yang biasa dilakukan oleh
perusahaan terkoneksi politik terhadap pelaporan keuangannya. Pertama adalah
perusahaan biasanya mengambil manfaat dari relasi politiknya dengan cara
melakukan penggelapan dana perusahaan atau paling tidak melakukan penundaan
pelaporan keuntungan dengan tujuan menyesatkan investor sehingga
meningkatkan biaya yang akan mereka lakukan sehingga menyebabkan semakin
kecilnya minat perusahaan untuk mendapatkan pendanaan asing akibat adanya
tuntutan transparansi laporan keuangan yang akan mengurangi efek politis (Leuz
et al, 2003; Leuz dan Gee, 2006). Kedua, perusahaan terkoneksi politik merasa
aman dari sanksi atau hukuman jika melaporkan laporan keuangan dengan kualitas
rendah, dampaknya perusahaan akan lebih care less dalam hal menyajikan laporan
keuangan yang berkualitas. Ketiga, adalah alasan sederhana bahwa setiap
perusahaan dengan kualitas pelaporan keuangan yang rendah memang cenderung
untuk membentuk hubungan politiknya sendiri. Ketiga pandangan tersebut dapat

diukur menggunakan proksi kualitas akrual.
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Scott menjelaskan bahwa konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu
discretionary accrual dan non-discretionary accrual. Akrual diskresioner
merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan
kebebasan dari keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Non-
discretionary accrual merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah
dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima
umum, misalkan depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus
mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi. Discretionary accrual
digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen
laba lebih menekankan kepada keleluasaan atau kebijakan yang tersedia dalam
memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan
dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat
diperdebatkan. Penelitian ini menggunakan proksi Discretionary accrual untuk

melihat kualitas laporan keuangan perusahaan.

Bukti empiris dari literatur koneksi politik menunjukkan bahwa kualitas
pelaporan keuangan perusahaan terkoneksi politik berbeda dari perusahaan yang
tidak terkoneksi politik. Namun, hasil dari arah pengaruh koneksi politik terhadap
kualitas pelaporan keuangan perusahaan beragam. Di satu sisi, pengembangan
karir dan motif bonus memotivasi para manajer perusahaan terkoneksi politik
untuk terlibat dalam manajemen laba yang positif atau agresif (Leuz dan Gee,
2006; Chaney et al., 2011; You and Du, 2012), sehingga perusahaan terkoneksi
politik menunjukkan manajemen laba yang lebih agresif dibandingkan dengan
perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Namun di sisi lain, perusahaan
terkoneksi politik dapat menggunakan manajemen laba negatif (konservatif) untuk
mendapatkan dana talangan pemerintah dan bernegosiasi untuk bantuan
pemerintah lebih banyak dalam bentuk subsidi (Faccio et al., 2006; Fan et al.,
2007; Faccio, 2010)

52 | Manfaat I Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan



Faccio (2010) meneliti perbedaan perusahaan terkoneksi politik dan tidak
terkoneksi politik di 47 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan
koneksi politik memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan pangsa pasar
yang lebih tinggi, hasil ini didukung oleh Wati et al (2016a) dan Wati (2017).
Namun, studi empiris yang dilakukan oleh Belkaoui, 2004; Bushman & Piotroski
,2006; Bushman, Piotroski et al. 2004; Kothari 2001; Leuz & Gee 2006; Chaney
etal., 2011; You and Du,2012; Yen, 2013; Aldhamari & Ku Ismail, 2015; Habib
et al., 2018; Salleh & Bin, 2019; Jacoby et al., 2019; dan Wati et al., 2020a
menunjukkan bahwa kinerja laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Koneksi
politik dapat memperlemah atau membatasi kemampuan manajerial dan
peningkatan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Keberadaan koneksi
politik mendorong meningkatnya tingkat korupsi dan memperburuk asimetri

informasi antara investor dan manajer (Wang et al., 2017; Chen et. al, 2010).

7.2. Koneksi Politik Memperlemah Efektifitas Dewan Komisaris Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan

Corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan.
Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa
manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak
akan menggelapkan atau menginvestasikan dana mereka kedalam proyek-proyek
yang tidak menguntungkan, dan berkaitan dengan bagaimana para investor
mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Corporate governance
merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas
dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham
pengendali. Mekanisme pengendalian corporate governance dapat dilakukan
melalui mekamisme eksternal dan internal. Mekanisme kontrol eksternal

merupakan pengendalian perusahaan berdasarkan mekanisme pasar sedangkan
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mekanisme internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris
termasuk komite-komite di bawahnya, dewan direksi, manajemen dan para
pemegang saham, atau melalui skema insentif yang menarik dan kompetitif untuk
manajemen (Wati, 2016a; Wati et al., 2017). Penelitian ini menggunakan
mekanisme internal dengan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris
dan komite audit serta peran audit eksternal dalam hal ini kantor akuntan public

yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Di negara-negara barat terutama yang dikelompokkan dalam negara Anglo-
Saxon, sebagian besar manajemen adalah juga anggota dewan komisaris (unitary
board type), sedangkan di negara-negara Continental Europian dan Jepang
menerapkan two-tier board system yang secara tegas memisahkan antara
manajemen dengan komisaris. Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat
digolongkan sebagai pengguna model Continental European dalam praktek-
praktek corporate governance juga mengadopsi two-tier board system. Dalam
two-tier board system, perusahaan memiliki dua badan yang terpisah, yaitu
pengawas (dewan komisaris) dan pengurus/manajemen (dewan direksi). Direksi
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Lukviarman,
2004; Hermawan, 2012; Wati et al, 2016a; Wati, 2017). Di lain pihak, dewan
komisaris bertujuan melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta
memberi nasihat kepada direksi (UU RI No. 40, 2007).

7.2.1. Peran Koneksi Politik Dalam Memoderasi Pengaruh Ukuran Dewan

Komisaris Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Dewan komisaris merupakan salah satu faktor utama dari mekanisme
internal corporate governance, karena dewan komisaris bertindak sebagai wakil

dari pemilik perusahaan yang mengawasi manajemen dalam mengelola

54 | Manfaat I Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan



perusahaan. Fama (1980) menyatakan bahwa board of directors adalah pusat
mekanisme internal kontrol untuk memonitor manajer. Penelitian mengenai
pengaruh mekanisme internal tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan
keuangan perusahaan didokumentasikan oleh Bushman et al., (2004), Vafeas
(2005), Qinghua et al (2007), Chen et al (2007), Habib dan Azim (2008), Ezat dan
El-Masry (2008), Abdelsalam & El-Masry (2008), Myring & Shortridge (2010),
Barthelot et al. (2010), Klai & Omri (2011), Norwani et al. (2011), Khaled &
Mo’taz (2012), Ya and Yuan (2012), Fiador (2013), Fathi (2013), Leventis et al.
(2013), dan Mohammed et al. (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lu (2007 dan Lai
(2005)) menunjukkan bukti empiris bahwa corporate governance berhubungan

dengan discretionary accrual.

Dewan komisaris sebagai organ perseroan bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan
nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (UU Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007). Dewan komisaris dalam
melaksanakan tugasnya dituntut untuk bersikap independen dan selalu
memperhatikan kepentingan perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam prakteknya di Indonesia, sering
terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran
pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris
seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta,
bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak
dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, dewan komisaris juga
gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain kepentingan
pemegang saham mayoritas. Keberadaan dewan komisaris di perusahaan lebih

banyak berfungsi sebagai rubber stamp atas keputusan yang sudah dibuat oleh
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manajemen (Hermawan, 2012; Wati, 2017). Kondisi ini terjadi karena proses
pemilihan dewan komisaris cenderung kurang demokratis dimana kandidat dewan
komisaris seringkali dipilih oleh manajemen sehingga tidak berani memberi kritik

terhadap manajemen.

Dewan komisaris seharusnya memiliki tanggung jawab menjamin
pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen
dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.
Tetapi, pada kenyataannya seringkali justru CEO memiliki kekuatan lebih besar
dibandingkan dewan komisaris. Pentingnya peran dewan komisaris menimbulkan
pertanyaan, berapa banyak dewan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jumlah
anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak memiliki ketetapan yang
baku mengenai jumlah yang harus ada. Industri serta operasi yang dijalankan oleh
setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga kebutuhan akan jumlah dewan
komisaris pun berbeda-beda. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa
perusahaan dengan jumlah boards yang lebih besar memiliki variabilitas kinerja
perusahaan yang lebih rendah (Cheng, 2008). Jumlah dewan komisaris yang besar
terkait dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi
serta koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan
turunnya kemampuan dewan komisaris untuk mengendalikan manajemen.
Yermack (1996) mengatakan bahwa kemampuan dewan komisaris untuk
memonitor akan berkurang dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris
karena akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi dan pembuatan
keputusan. Justru, perusahaan dengan jumlah board yang kecil menunjukkan nilai
yang lebih menguntungkan untuk kinerja keuangan perusahaan. Jensen (1993) dan
Beasley (1996) menyimpulkan bahwa board yang berukuran lebih kecil akan
lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan board yang
berukuran besar. Chtourou et al. (2001) memberikan hasil yang berbeda, dimana

dewan komisaris dengan jumlah besar mampu memonitor pelaporan keuangan

56 | Manfaat I Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan



secara lebih efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris yang
besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif
dibandingkan ukuran dewan komisaris yang kecil. Semakin banyaknya jumlah
dewan komisaris akan sangat membantu dalam fungsinya sebagai pengawas
kinerja manajemen, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga bisa
terkelola dengan baik (Anderson et al., 2003). Penelitian Uadiale (2010)
menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota board of directors yang
besar akan lebih efektif melakukan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai
jumlah anggota board of directors yang lebih sedikit. Temuan Wati (2017)
mendukung Chtourou et al. (2001), Anderson et al. (2003) dan Uadiale (2010)
bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris diperusahaan maka fungsi
monitoringnya akan semakin meningkat, namun ketika menggunakan moderasi
koneksi politik, justru berbalik arah dimana semakin banyak jumlah dewan

komisaris maka fungsi monitoringnya akan menurun.

Hia: Koneksi politik memperlemah ukuran dewan komisaris terhadap kualitas
laporan keuangan

7.2.2. Peran Koneksi Politik Dalam Memoderasi Pengaruh Independensi
Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan
yang terjadi diantara para manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen, dan
memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi
terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan
tata kelola yang baik. Kekuatan dewan komisaris ditunjukkan oleh komposisi
keanggotaan dewan komisaris independen. Perusahaan yang memiliki komposisi
dewan komisaris independen yang besar akan mencegah perilaku oportunis
manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas
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laporan keuangan yang lebih baik dan akrual deskrisoner yang lebih rendah
(Qinghua et al., 2007; Man dan Wong, 2013). Di donatto dan Fiori (2012) juga
menegaskan bahwa independensi yang dimiliki oleh dewan komisaris menjadi
faktor yang dapat menghambat akrual deskrisoner. Semakin banyak jumlah dewan
komisaris independen, maka kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan
semakin baik. Hasil ini didukung oleh Mohammed et al (2017) yang menunjukkan
bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kehati hatian

dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Chen et al. (2007) yang secara khusus menguji
apakah independensi, keahlian finansial dan informasi sukarela dewan direksi
independen berhubungan dengan nilai absolut discretionary accrual. Hasilnya
menyatakan bahwa independensi board, kompetensi finansial direksi independen,
dan formasi sukarela dewan direksi independen berhubungan dengan makin
rendahnya kecenderungan discretionary accrual atau semakin tingginya kualitas
pelaporan keuangan perusahaan. Qin dan Liwen (2007) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa kemampuan board of directors dalam hal pengawasan yang
efektif akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah board of directors
yang independen di dalam suatu perusahaan. Klein (2002) juga menyatakan bahwa
board of directors yang independen dapat lebih efektif dalam melakukan
pengawasan. Selain itu Xie et al. (2003) secara empiris juga telah membuktikan
bahwa komisaris independen dan komite audit yang aktif dan memiliki
pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam pencegahan

kecenderungan manajer untuk melakukan discretionary accrual.

Namun, adanya pengaruh koneksi politik dapat menyebabkan struktur tata
kelola yang lemah yang lebih mengakomodasi kepentingan birokrasi atau politisi.
Secara khusus, pengaruh koneksi politik, baik dalam hal pengaruh langsung dari
pemerintah atau pengaruh dari politisi sebagai anggota dewan, telah melemahkan

tata kelola perusahaan (Nee et al., 2007; Wang et al., 2008). Adanya koneksi
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politik dapat memperlemah mekanisme corporate governance perusahaan dan
kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan, sehingga koneksi politik juga
dapat memperlemah pengaruh komisaris independent terhadap kualitas laporan

keuangan perusahaan.

Hip: Koneksi politik memperlemah pengaruh dewan komisaris independen

terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan

7.2.3. Peran Koneksi Politik Dalam Memoderasi Pengaruh Aktivitas

Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dewan komisaris yang aktif akan mengadakan pertemuan secara rutin untuk
mengetahui permasalahan lebih detail dan lebih dini, sehingga pengawasan yang
lebih sistematis dapat dilakukan. Aktivitas dewan komisaris yang diukur dengan
jumlah frekuensi rapat dapat mempengaruhi efektifitas peran board dalam
memonitor tindakan manajemen, khususnya berkaitan dengan proses penyajian
laporan keuangan. (Vafeas, 1999), Anderson et al. (2003) dan Xie et al. (2003)
juga menyatakan bahwa aktivitas board yang diukur dengan frekuensi rapat juga
dapat mempengaruhi efektifitas board. Penelitian yang dilakukan oleh Brick dan
Chidambaran (2010) menyatakan bahwa aktivitas board meliputi frekuensi dari
jumlah rapat yang dihadiri oleh dewan dan perubahan struktur dalam board
subcommittees, serta aktivitas dari board akan menentukan tingkat kualitas

pengawasan dari board.

Frekuensi rapat telah banyak dijadikan proksi untuk mengukur aktivitas
dewan komisaris, semakin tinggi frekuensi rapat akan meningkatkan efektivitas
dewan komisaris. Hal ini karena semakin tinggi aktivitas yang dilakukan board,
akan meningkatkan pengungkapan informasi yang akhirnya akan mengurangi
tingkat asymmetric information. Namun, adanya pengaruh koneksi politik dapat

menyebabkan struktur tata kelola yang lemah yang lebih mengakomodasi
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kepentingan birokrasi atau politisi. Adanya koneksi politik dapat memperlemah
mekanisme corporate governance perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan
secara keseluruhan, sehingga koneksi politik juga dapat memperlemah pengaruh

aktivitas dewan komisaris terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Hqc: Koneksi politik memperlemah pengaruh aktivitas dewan komisaris terhadap

kualitas pelaporan keuangan perusahaan

7.2.4. Peran Koneksi Politik Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi

Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris merupakan
faktor yang sangat penting bagi terciptanya dewan komisaris yang efektif
(Cadbury Report, 1992). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan
dan pengalaman dari anggota dewan komisaris. Untuk dapat memahami dan
mengawasi proses penyajian laporan keuangan perusahaan, secara spesifik
diharapkan anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan atau latar belakang di

bidang keuangan dan akuntansi (Hermawan, 2012).

Kompetensi tersebut akan mempengaruhi kemampuan dewan komisaris
dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dengan optimal.
Jeanjean dan Stolowy (2009) menemukan bahwa keahlian akuntansi yang rata-
rata berhubungan negatif dengan tipe dari board (two tier versus one-tier) dan
kesempatan pertumbuhan, dan berhubungan positif dengan independensi dari
board, ownership concentration dan kepemilikan institutional. Pengalaman yang
dimiliki oleh outside independent board dapat dicerminkan dari jabatan atau
pekerjaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pengalaman sebagai anggota
dewan di perusahaan lain, CEO atau mantan CEO dari perusahaan lain, atau
konsultan manajemen akan dapat meningkatkan kompetensi peran monitoring dari

outside independent board. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengetahuan
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dan pengalaman dari dewan komisaris akan mempengaruhi efektifitas peran

monitoring dari dewan komisaris.

Chtourou et al. (2001), Bedard et al. (2004), Carcello et. al. (2006), dan
Hermawan (2012) menjelaskan bahwa selain independensi dewan komisaris,
kemahiran (expertise) dalam bidang akuntansi dan keuangan terbukti dapat
membatasi manajemen dalam melakukan accrual discretion. Xie et al. (2001)
mendukung pernyataan tersebut dimana terdapat pengaruh negatif dari latar
belakang pengetahuan keuangan yang dimiliki dewan komisaris terhadap accrual
discretion. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakan pendidikan dan pengalaman
dewan komisaris mampu mengontrol dan menghambat manajemen melakukan
accrual discretion, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Namun, adanya pengaruh koneksi politik dapat menyebabkan struktur tata kelola
yang lemah yang lebih mengakomodasi kepentingan birokrasi atau politisi.
Adanya koneksi politik dapat memperlemah mekanisme corporate governance
perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan, sehingga koneksi
politik juga dapat memperlemah pengaruh kompetensi dewan komisaris
(Pendidikan & pengalaman) terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Hia: Koneksi politik memperlemah pengaruh pendidikan dewan komisaris

terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Hie: Koneksi politik memperlemah pengaruh pengalaman dewan komisaris

terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

7.3. Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas

Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Untuk mendukung tugas dewan komisaris dalam mekanisme kontrol internal
perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit, sehingga efektifitas

komite audit pun berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan
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(Chtourou et al., 2001). Dalam melaksankan tugasnya komite audit menyediakan
komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor
internal. Efektifitas sebuah komite audit dapat dipengaruhi oleh tiga karakteristik
yaitu meliputi kompetensi, jumlah anggota audit dan aktivitas audit (Bradbury et
al., 2006).

Komite audit memainkan peran pemantauan yang penting untuk memastikan
kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan (Carcello dan Neal,
2003). Sebagai penghubung antara auditor eksternal dan dewan direksi, komite
audit menjembatani ketetapan informasi di antara mereka, memfasilitasi proses
pemantauan, dan meningkatkan independensi auditor dari manajemen (Klein,
2002). Komite audit yang berfungsi dengan baik sangat penting dalam
meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan dan

mencapai kontrol keuangan yang berkualitas tinggi.

Laporan keuangan merupakan fitur komunikasi utama sehubungan dengan
kinerja dan posisi keuangan perusahaan publik di pasar modal. Mansi et al. (2004)
mengidentifikasi dua peran auditor yaitu peran informasi dan peran asuransi.
Sebagai perantara informasi, auditor adalah orang yang secara independen dan
efektif memverifikasi kebenaran laporan keuangan perusahaan sebelum
dipublikasikan. Sebagai penyedia assurance, auditor adalah orang yang dapat
secara hukum bertanggung jawab atas kerusakan pada pengguna laporan
keuangan. Oleh karena itu, auditor melaksanakan tanggung jawab utama untuk
mempromosikan transparansi dalam proses pelaporan keuangan yang pada
gilirannya menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Vicknair et al
(1993); Cadbury (1995) telah memfokuskan komposisi dari komite audit sebagai
faktor penting dari kualitas pelaporan keuangan. Beasly (1996) juga menyatakan
bahwa komite audit yang lebih independen dari pengaruh manajemen akan lebih
baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Xie et al. (2001) menguji

peranan dewan direksi dan komite audit dalam mencegah praktek earnings
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management. Hasilnya, aktivitas dewan dan komite audit yang diproksi dengan
jumlah pertemuan yang mereka lakukan dan keuanggulan latar belakang dalam
bidang keuangan mereka bisa menjadi faktor penting untuk membatasi

kemungkinan manajer melakukan prektek manajemen laba.

Bliss et al. (2011) menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh positif
komite audit independen terhadap biaya audit ditemukan lebih lemah di
perusahaan-perusahaan terkoneksi politik. Hasil ini menunjukkan bahwa
independensi direksi dalam komite audit dapat dikompromikan ketika perusahaan
mereka terhubung secara politis. Dengan kata lain, keefektifan jumlah dewan
direksi sebagai mekanisme korporasi yang kuat hanya beroperasi di perusahaan
tidak terkoneksi politik. Direktur dalam sebuah perusahaan terkoneksi politik ikut
mendukung agenda politik mereka. Komite audit pada perusahaan-perusahaan
terkoneksi politik akan menuntut lebih sedikit pekerjaan audit yang dilakukan
dibandingkan dengan jumlah pekerjaan audit yang diminta oleh komite audit
perusahaan tanpa koneksi politik. Dapat disimpulkan bahwa komite audit pada
perusahaan terkoneksi politik lebih lemah dan kurang independen dan efektivitas
komite audit terganggu karena koneksi politik.

H>: Koneksi politik memperlemah pengaruh efektifitas komite audit (ukuran
komite audit, audit meeting, audit education and audit experience) terhadap

kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

H2a: Koneksi politik memperlemah pengaruh ukuran komite audit terhadap

kualitas pelaporan keuangan

Habn: Koneksi politik memperlemah pengaruh meeting audit terhadap kualitas

pelaporan keuangan

Hac: Koneksi politik memperlemah pengaruh pendidikan komite audit terhadap

kualitas pelaporan keuangan
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H2q4: Koneksi politik memperlemah pengaruh pengalaman komite audit terhadap

kualitas pelaporan keuangan

Masih terbatasnya literature mengenai peran koneksi politik pada efeftifitas
dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas laporan keuangan menjadikan
penelitian ini berbeda dan berusaha mengisi celah kekosongan dari peneliti

sebelumnya.

7.4. Koneksi Politik Memperlemah Pengaruh Kualitas audit terhadap

kualitas laporan keuangan

Auditor eksternal dipandang sebagai pihak ketiga yang efektif yang dapat
membantu mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara
manajemen dan investor. Auditor eksternal dengan audit yang berkualitas dapat
meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan keuangan,
sebab audit yang dilakukan dengan kualitas yang baik dapat memberikan jaminan
bahwa laporan keuangan yang diaudit telah bebas dari salah saji material sehingga
laporan keuangan yang diterbitkan dipercaya sudah tidak mengandung unsur
praktek manajemen laba khususnya manajemen laba akrual. Watkins et al. (2004)
menyebutkan bahwa reputasi auditor yang dihubungkan dengan kekuatan
pengawasan memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan
sehingga informasi yang diberikan melalui laporan keuangan telah mencerminkan
keadaan ekonomi yang sebenarnya. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh
Chen et al. (2010), Soliman dan Ragab (2014), dan Ahmad et al. (2016)
menyebutkan bahwa kualitas audit yang baik berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba akrual.

Koneksi politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap
kegiatan ekonomi perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
perusahaan yang terhubung secara politis tidak hanya menghindari pengambil

alihan dari pemerintah, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menikmati
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manfaat politik yang substansial. Perusahaan terkoneksi politik selain memiliki
biaya agensi, juga harus menanggung biaya untuk kepentingan partai politik atau
entitas tempat mereka berafiliasi (Micco et al., 2007). Risikonya adalah untuk
menjaga dan melayani hubungan politik ini, anggota manajemen Yyang
menghasilkan laporan keuangan dapat mengatur pendapatan untuk melayani
kepentingan sekutu politik mereka dengan mengorbankan pemangku kepentingan
lainnya, seperti pemegang saham dan kreditor. Pertimbangan ini kemungkinan
akan mempengaruhi persepsi eksternal auditor tentang risiko bisnis perusahaan
terkoneksi politik.

Hz: Koneksi politik memperlemah pengaruh kualitas audit terhadap kualitas

laporan keuangan

7.5. Pengaruh Firm Size, Profitabilitas, Leverage dan Firm Age Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan

Untuk mengontrol variable independen diluar model, dimasukkan variabel
ukuran perusahaan (firm size), profitabilitas, leverage dan usia perusahaan (firm
age) sebagai variable control untuk mengontrol pengaruh variabel independen
terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini merujuk kepada teori
akuntansi positif terkait teori bonus plan hypotheses, debt covenant dan political

cost hypotheses (Watts dan Zimmerman, 1986).
7.5.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu yang dipertimbangkan oleh
investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi
menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan
perusahaan kecil. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan

risiko usaha perusahaan besar dan kecil.
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Semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik
tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. Hal inilah yang
memicu munculnya masalah keagenan. Perusahaan yang berukuran besar
memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil
dibandingkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil karena perusahaan besar
dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, kreditor, pemerintah

maupun masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan
umumnya menggunkan total Aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar.

7.5.2. Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan
untuk menilai suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva

maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
keuangan di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Rasio-rasio

profitabilitas yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

a. Gross Profit Margin (GPM)
Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase laba kotor (penjualan)
dikurangi harga pokok penjualan yang dibandingkan dengan penjualan.Gross

Profit Margin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

GPM = Penjualan— HPP x 100%

Penjualan

b. Net Profit Margin (NPM)
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Net Profit Margin merupakan persentase perbandingan antara laba setelah

pajak dengan penjualan. NPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NPM = Earning After Tax x 100%

Sales

c. Return On Asset (ROA)
Return On Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba
yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak.
Modigliani Miller menyatakan bahwa nilai perusahaan akan tergantung hanya
pada laba yang diproduksi oleh aktiva- aktivanya, ROA dapat dihitung dengan

rumus :

ROA = Earning After Tax x 100%

Total Asset

d. Return On Equity (ROE)
Return On Equity merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan
perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham
perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.
Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan
semakin kuat, demikian pula sebaliknya. ROE diperoleh dengan rumus sebagai
berikut :

ROE = Earning After Tax x 100%

Total Equity

Rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan

adalah return on asset (ROA), karena dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan
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efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total asset yang ada dalam perusahaan.
Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam

penggunaan assetnya, akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas
mencerminkan bahwa kinerja perusahaan baik sehingga untuk memenuhi alasan
tersebut menyebabkan tingginya praktik untuk melakukan earnings management.
Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor penyebab timbulnya
praktik manajemen laba yang dapat memburamkan laporan keuangan perusahaan.

7.5.3. Leverage Perusahaan

Leverage merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan
(dilikuidasi). Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki
resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang
disebabkan hutang yang tinggi untuk membiayai aktivanya. Rasio hutang terhadap
ekuitas yang tinggi menunjukkan tingginya resiko keuangan perusahaan.

Berikut ini dijelaskan rasio-rasio untuk menghitung leverage sebagai berikut:

1. Rasio utang terhadap aset (Debt-to-Assets Ratio)
Rasio utang terhadap aset sering kali hanya disebut sebagai rasio utang saja.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mengandalkan

utang untuk membiayai asetnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan
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membagi total utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan, yang

diformulasikan seperti berikut.

Total Hutang
Total Aset

DAR =

2. Rasio utang terhadap ekuitas (Debt-to-Equity Ratio)
Rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang proporsi relatif
antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
Untuk menghitung rasio ini, total kewajiban utang dibagi dengan total ekuitas.

Adapun formula dari rasio ini sebagai berikut:

DER — Total Hutang
" Total Ekuitas

3. Rasio utang terhadap modal (Debt-to-Capital Ratio)

Rasio utang terhadap modal merupakan salah satu rasio utang yang berfokus
pada kewajiban utang sebagai komponen basis total modal perusahaan. Utang
mencakup seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun panjang. Sementara
modal termasuk utang perusahaan dan ekuitas pemegang saham.

Manfaat dari rasio utang terhadap modal adalah untuk mengevaluasi struktur
modal atau keuangan perusahaan dan penggunaannya dalam membiayai
operasional bisnis perusahaan. jika utang suatu perusahaan lebih tinggi
dibandingkan nilai modalnya maka perusahaan dapat gagal bayar terhadap
utang dari perusahaan lainnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan
membagi total utang lancar dengan total utang setelah dijumlahkan dengan

total ekuitas. Berikut formulasi rumusnya.

Total Hutang Lancar

DCR =
Total Hutang + Total Ekuitas
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4. Rasio utang terhadap laba kotor (Debt-to-EBITDA Ratio)
EBITDA  adalah  singkatan  dari  Earning  Before Interest,
Taxes, Depreciation, and Amortization atau disebut juga laba kotor. Rasio
utang terhadap laba kotor ini digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam melunasi utangnya. Rasio ini juga digunakan untuk
menentukan probabilitas risiko gagal bayar terhadap utang. Jika rasio ini
mencapai lebih dari 3, maka artinya kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban utangnya cukup mengkhawatirkan. Dengan kata lain, tingkat risiko
pengembalian utang cukup tinggi. Sebab, total kewajiban utang yang harus
dibayar perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian
profitabilitasnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi total utang

dengan laba kotor. Berikut rumusnya :

Total Hutang

DEBITDAR =
Laba Kotor

Semakin besarnya proposi rasio leverage yang dimiliki oleh perusahaan
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka
panjangnya rendah. Hal ini mengakibatkan manager cenderung akan melakukan

manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada periode sekarang.

7.5.4. Usia Perusahaan

Usia perusahaan atau firm age menunjukkan informasi yang dapat diperoleh
para investor mengenai seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan bersaing,
serta memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan
mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula sejauh mana perusahaan

tersebut dapat survive dalam dunia bisnis.
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Semakin lama suatu perusahaan beroperasi atau semakin tua usia
perusahaan, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar akan menyediakan
informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dan lebih luas daripada
perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan yang lebih tua memiliki lebih banyak
pengalaman di bidangnya dan lebih banyak mengenal lingkungan, sehingga
kemungkinan mengalami kegagalan lebih kecil. Dengan perusahaan yang telah
lama berdiri maka investor sebagai penanam modal lebih percaya dibandingkan
dengan perusahaan yang baru berdiri karena perusahaan yang telah lama berdiri
diasumsikan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan
baru. Sehingga perusahaan yang lama berdiri lebih menarik perhatian investor.

Semakin lama atau semakin tua umur perusahaan, maka semakin banyak
pengalaman bisnis perusahaan dan semakin perusahaan mengetahui tantangan dan
kondisi dunia bisnis yang nyata, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh
perusahaan akan menjadi lebih optimal. Umur perusahaan dihitung dari tahun

penelitian dikurangi tahun perusahaan go public.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penulis membuat kerangka

pemikiran sebagai berikut:

Efektifitas Dewan
Komisaris (Independensi,
Aktivitas, Size,
Pendidikan dan
Pengalaman)

Political

Connection
A A
Efektifitas Komi -
Audit (Size, Aktivitas, .
Pendidikan dan .
ngalaman) .
. . \ 4 .
Kualitas Audit .




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sum_b_er: Pengembangan  Konsep

Source: Literature Review

Gambar 7.1 Kerangka Pikir
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BAB VIII

MODEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN

8.1. Metode yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan
kausalitas yang didisain atas dasar fenomena, kajian pustaka dan hasil penelitian
empiris yang mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa
laporan tahunan (annual report) serta laporan keuangan audited yang diperoleh
melalui Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan dari tahun 2005-2017.

Penelusuran data variable koneksi politik dilakukan melalui berbagai website

pemerintahan terkait, yaitu www.kpu.go.id, www.setneg.go.id, www.kpk.go.id
dan website lainnya untuk memperoleh keakuratan data. Metode analisis data yang
digunakan adalah Moderating Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan
program Eviews. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji
model data panel. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan terakhir adalah

kesimpulan dan saran yang merupakan solving problem.

8.2. Operasionalisasi Variabel

Seperti telah diuraikan sebelumnya  bahwa variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kualitas
pelaporan keuangan, dan variabel independen yang terdiri dari koneksi politik,

pemegang saham pengendali, efektifitas dewan komisaris dan komite audit.

Manfaat I Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan | 73


http://www.kpu.go.id/
http://www.setneg.go.id/
http://www.kpk.co.id/

Koneksi politik dalam penelitian ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai
variabel independen yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan sebagai
variabel moderasi yang memoderasi pemegang saham pengendali politik terhadap
kualitas pelaporan keuangan. Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa
variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan
(contingent effect) yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas.
Variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung

antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pengukuran pelaporan keuangan dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan diskresi akrual untuk menilai praktik manajemen laba yang
dilakukan oleh perusahaan. Diskresi akrual dipilih karena model ini sejalan
dengan basis akuntansi, yaitu basis akrual (accruals basis of accounting).
Penghitungan dengan metode ini dilakukan dengan menghitung total akrual,
menghitung akrual nondiskresi (non discretionary accruals), dan menghitung
akrual diskresi (discretionary accruals). Pengukuran discretionary accruals
dalam penelitian ini akan menggunakan model Kasznik (1999) yang
menambahkan komponen perubahan CFO dalam model modified-Jones.

Untuk lebih jelasnya, variabel, sub-variabel dan indikator-indikator

penelitian dijelaskan dalam operasionalisasi variabel sebagai berikut :
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Tabel 8.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Skala Sumber
No. | Variabel Sub Variabel | Indikator Teoritis/
Empiris
Variabel Dependen
1. | Kualitas Akrual Modified Jones Model: Rasio
Pelaporan Diskresioner | TAi:= Nlit— CFOj
Keuangan Jones Model TAC/Aw1 == P1 (VA1) + B2
S-(éREVt)/At_l) + B3 (PPE/Aw1) Jones, 1999
NDA, = B (UAa) + Pe \Z’\ézt(')aﬂ al.,
((AREV: - AREC)/At1) + Bs
(PPE/A:1)
DAt = TAt/At.l - NDAt
Variabel Independen
1. Koneksi Pemegang saham min 10%, | Nominal | Faccio,
Politik (POL) Direktur dan  Komisaris 2006; Wati
sebagai anggota DPR /DPD etal., 2019
RI, Presiden, Menteri,
Kepala Daerah, Pejabat
parpol
Variabel Dummy:
1 = terkoneksi politik
0 =tidak terkoneksi politik
2. | Efektifitas Board Proporsi komisaris | Rasio Ramos dan
Dewan Independence | independen. Olalla,
Komisaris 2011; Wati,
(BOARD) Board Jumlah rapat dewan | Rasio 2017; Wati
Activity komisaris. etal., 2020
Board Size Jumlah anggota dewan | Rasio
komisaris.
Pengalaman | Proporsi Pengalaman yang | Rasio
dimiliki dewan komisaris.
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Jumlah dewan komisaris
yang memiliki pengalaman
sesuai dibagi dengan total
dewan komisaris.

Pendidikan Proporsi kesesuain | Rasio

pendidikan yang dimiliki
dewan komisaris.
Jumlah dewan komisaris
yang memiliki pendidikan
sesuai dibagi dengan total
dewan komisaris.

3. | Efektifitas Committee Jumlah rapat komite audit Rasio DeFond et
Komite Audit | Activity al., 2005;
(Audit) Bradbury et

Committee Jumlah anggota komite | Rasio al., 2006;

Size audit Cheng et

al., 2008;

Pengalaman | Proporsi Pengalaman yang | Rasio Hermawan,
dimiliki komite audit. 2009;
Jumlah komite audit yang Brick dan
memiliki pengalaman sesuali Chindamba
dibagi dengan total komite ran, 2010;
audit Wati et al.,

Pendidikan Proporsi kesesuain | Rasio 2020
pendidikan yang dimiliki
komite audit.

Jumlah komite audit yang
memiliki pendidikan sesuai
dibagi dengan total komite
audit.
4 Kualitas Audit Variabel Dummy: Nominal | Wati et al.,
1 = Jika diaudit oleh KAP the 2020
big 4
0 = Jika diaudit oleh KAP
non big 4
Variabel Kontrol
1. | Firm Size Log Asset Rasio Lins et al,
2011; Li et
al., 2012;
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Tabel 8.1 (Lanjutan)

2. Profitability ROA = Nett Profit / Total | Rasio Cheng,
Assets 2013. Wati
etal., 2019
TotalHu t: i
3. Leverage DAR:% Rasio
4. | Firm Age Tahun penelitian — Tahun | Rasio

perusahaan
mulai tanggal IPO

Sumber: Penelitian Terdahulu

Ukuran akrual diskresioner yang digunakan sebagai pembanding Jones
modified model adalah Kothari model. Kothari etal. (2005) menggunakan Return
On Assets sebagai variabel yang menjaga nilai kecocokan kinerja perusahaan
dengan nilai akrual diskresioner yang terdapat di dalam nilai akrual perusahaan.
Lebih jauh Kothari et al. (2005) menjelaskan, nilai dari aset perusahaan umum
digunakan dalam model akrual yang ada sebagai pembagi dalam model. Penelitian
terkait dengan pengukuran akrual diskresioner seringkali menggunakan
pendekatan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan peran Return on Assets yang
merupakan rasio dari kinerja keuangan perusahaan, yang diperoleh melalui

perhitungan laba perusahaan dibagi dengan aset (Kothari et al., 2005).

Jika nilai akrual diskresioner positif, maka earnings management
dilakukan dengan cara meningkatkan laba. Jika nilai akrual diskresioner negatif,
maka earnings management dilakukan dengan cara menurunkan laba. Jika nilai

akrual diskresioner nol, maka tidak terdapat indikasi earnings management.

Nilai diskresi akrual yang dihasilkan dari perhitungan manajemen laba
dikalikan dengan negatif satu untuk memastikan bahwa nilai yang positif

mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi.
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8.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di BEI
dari tahun 2005-2017. Metode penentuan sampel dengan menggunakan purposive
sampling. Sampel dibagi menjadi 3 yaitu perusahaan yang melakukan diversifikasi
tidak terkait (conglomerate), diversifikasi terkait (related) dan perusahaan single.
Dalam pembahasan ini sampel fokus kepada perusahaan yang menggunakan
strategi diversifikasi tidak terkait, karena memiliki market kapitalisasi yang besar
dan perusahaan terafiliasi pada banyak anak perusahaan. Jumlah sampel sebanyak
75 perusahaan, namun yang memenuhi kriteria sampel hanya 67 perusahaan,
sehingga total data yag diperoleh adalah 871 data perusahaan (2005-2017).

8.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yaitu data yang
dikumpulkan dari pusat-pusat data perusahaan, badan-badan penelitian dan
sejenisnya yang memiliki pool data (data panel), dalam bentuk publikasi. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang
dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukan besarnya nilai dari setiap
variabel yang diteliti.

8.5. Desain Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan dua macam analisis, yaitu analisis statistik
deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk
mendeskripsikan secara lebih mendalam masing-masing variabel penelitian tanpa
bermaksud menarik generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya

ditabulasi dalam tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.
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8.6. Model Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan model regresi 7.1 sebagai

berikut;

DA =a + 1IPC*BOCit + #:PC*Indepit+ SsPC* BMeetit + £4PC* BEducic + SsPC* BExptit +
BsPC* Auditic+ 3:PC* AMeetii+ BsPC* AEduci + BsPC* AEXpit + S10PC * Bigdic+ S11PC * Sizeit +
B12PC*ROA + 13PC* DARit+ S1aPC* Ageit+ +E2..vvnnnnns )
Keterangan:

DAK = Akrual Diskresioner Kazsnik Model

a = Konstanta

S = Koefisien regresi

PC = Variabel Koneksi Politik

Indep = Komisaris independen

Actv = Aktivitas dewan komisaris

BdSize = Jumlah dewan komisaris

Exprn = Pengalaman dewan komisaris

Educ = Pendidikan dewan komisaris

ActCom = Aktivitas komite audit

ComSize = Jumlah komite audit

ExpCom = Pengalaman komite audit

EduCom = Pendidikan komite audit

ROA = Profitabilitas

Size = Ukuran Perusahaan

DAR = Leverage

Age = Usia Perusahaan

e = Error

Untuk menguji beda rata-rata digunakan pengujian dengan independent t-test.
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8.7. Analisis Robustness

Untuk memastikan kekokohan (robustness) dari hasil penelitian dilakukan
analisis sensitivitas untuk hasil yang diperoleh. Analisis sensitivitas dilakukan
dengan melakukan regresi atas model dengan variabel dependen yang berbeda.
Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kekuatan model penelitian yang
dihasilkan, jika hasil pengujian hipotesis pada robust model sama dengan hasil
pengujian hipotesis pada model penelitian utama, maka model estimasi pada
penelitian ini dapat dikatakan robust. Namun sebaliknya, jika hasil hasil pengujian
hipotesis pada robust model berbeda dengan model penelitian utama, maka model

estimasi pada penelitian ini dapat dikatakan sensitif.
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BAB IX

MODEL EMPIRIS KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI
POLITIK

9.1. Analisis Deskripsi

Pada tabel 9.1 dibawah ini disajikan deskripsi variabel-variabel penelitian
yaitu discretionary accrual yang merupakan proksi dari manajemen laba yang
mencerminkan kualitas laporan keungan; efektifitas dewan komisaris yang terdiri
dari komisaris independent, jumlah dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris,
kompetensi dewan komisaris yang terditi dari Pendidikan dan pengalaman dewan
komisaris; efektifitas komite audit yang terdiri dari jJumlah komite audit, aktifitas
komite audit dan kompetensi komite audit; kualitas audit yang diproksi oleh
Kantor Akuntan Publik the big 4 dan non big 4 (dummy); ukuran perusahaan yang
diproksi oleh total assets, profitabilitas perusahaan yang diproksi oleh return on
assets, leverage yang diukur oleh debt to assets ratio, dan firm age yang diukur
oleh usia perusahaan saat pertama kali listing di pasar modal (go public).

Jumlah perusahaan group yang menjadi sampel sebanyak 75 sampel
perusahaan dengan tahun pengamatan dari tahun 2005-2017 dan yang memenuhi
kriteria sebanyak 67 perusahaan sehingga total tahun pengamatan adalah sebanyak

822 tahun perusahaan (data panel).
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Table 9.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian dari Tahun 2005-2017

Panel A Panel B
Variable Political Connected Non Political Connected

N=634 N=188

Min Max Mean Min Max Mean
Discretionary -33.05 2578 0.108 -17.51 547 -0.18
Accrual
Independence 0.14 1 0.45 0.25 1 0.42
Board Size 2 13 5.62 2 11 5.02
Board Meeting 2 123 1319 1 16 5.17
Board Education 0 1 0.81 0 1 0.89
Board Experience 0 1 0.94 0.5 1 0.97
Audit Size 2 9 3.56 2 6 3.14
Audit Meeting 1 48 1133 2 26 7.43
Audit Education  0.25 1 0.82 0.33 1 0.83
Audit Experience 0.33 1 0.99 0.67 1 0.99
External  Audit 0 1 0.64 0 1 0.54
Big4
Firm Size (Log) 11.18 15.05 13.13 10.93 1419 12.63
Profitaility -1.08 1.24 0.07 -0.29 0.46 0.04
Leverage -24.12 577 0.72 -31.44 2093 1.27
Firm Age 1 35 1733 3 64 11.15

Source: Data IDX processed, 2019

Nilai discretional accrual terendah pada perusahaan terkoneksi politik
adalah sebesar -33.5 dan tertinggi 25.78 dengan nilai rata-rata sebesar 0.108.
Hasil ini menunjukkan bahwa baik nilai terendah, tertinggi maupun rata-rata
Accrual Disretioner pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan
perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
terkoneksi politik sangat agresive dalam melakukan manajemen laba baik dengan
menurunkan laba maupun menaikkan laba. Tingginya manajemen laba pada

perusahaan terkoneksi politik mengindikasikan buruknya laporan keuangan.
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Hasil penelitian ini mendukung Belkaoui, 2004; Bushman & Piotroski ,2006;
Bushman, Piotroski et al. 2004; Kothari 2001; Leuz & Gee 2006; Chaney et al.,
2011; You and Du,2012; Yen, 2013; Aldhamari & Ku Ismail, 2015; Habib et al.,
2018; Salleh & Bin, 2019; Jacoby et al., 2019 yang menunjukkan bahwa kinerja
laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan
dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Nilai rata-rata discretional
accrual pada perusahaan terkoneksi politik bernilai positif 0.108 artinya
perusahaan terkoneksi politik melakukan earning management dengan cara
meningkatkan laba atau overstatement, sementara perusahaan tidak terkoneksi
politik melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba atau melakukan

konservatisme akuntansi.

Nilai rata-rata komisaris independen pada perusahaan terkoneksi politik
lebih tinggi dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. Begitu juga dengan
jumlah dewan komisaris lebih banyak pada perusahaan terkoneksi politik. Jumlah
rapat (meeting) yang merupakan kegiatan dewan komisaris di perusahaan
terkoneksi politik terendah sebanyak 2 kali pertemuan dan tertinggi sebanyak 123
kali. Sementara jumlah rapat dewan komisaris pada perusahaan yang tidak
terkoneksi politik terendah sebanyak 1 kali pertemuan dan tertinggi sebanyak 16
kali pertemuan. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah rapat (meeting) pada
perusahaan terkoneksi politik lebih sering dilakukan dibandingkan perusahaan
yang tidak terkoneksi politik. Nilai rata-rata frekuensi meeting dewan komisaris
pada perusahaan terkoneksi politik lebih banyak dibandingkan perusahaan tidak

terkoneksi politik.

Rata-rata Pendidikan dan Pengalaman dewan komisaris pada perusahaan
terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi
politik. Dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen, jumlah dewan
komisaris dan aktifitas dewan komisaris pada perusahaan terkoneksi politik lebih

tinggi dibadingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Tetapi, kompetensi
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dewan komisaris yang diukur dari pendidikan dan pengalaman dewan komisaris
pada perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan perusahaan yang
tidak terkoneksi politik. Hasil ini tidaklah mengherankan karena terdapat banyak
pejabat aktif atau non aktif yang duduk sebagai dewan komisaris di perusahaan
konglomerasi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman
yang tidak sesuai (Wati, 2017).

Nilai rata-rata jumlah komite audit dan aktivitas komite audit perusahaan
terkoneksi politik lebih besar dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.
Namun rata-rata pendidikan dewan komisaris perusahaan terkoneksi politik lebih
rendah dsbanding perusahaan tidak terkoneksi politik, sementara rata-rata
keahlian komite audit sama nilainya. Firm size, profitability dan firm age
perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak
terkoneksi politik. Namun, nilai mean leverage lebih kecil. Hasil ini menunjukkan
bahwa perusahaan terkoneksi politik adalah perusahaan besar yang profitable dan
sudah lama listing di bursa serta memiliki tingkat leverage yang rendah
dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. Bisa disimpulkan bahwa kinerja
perusahaan terkoneksi politik lebih baik dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi

politik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Faccio (2010), rata-rata Kinerja
perusahaan terkoneksi politik lebih besar dibandingkan perusahaan tidak
terkoneksi politik. Namun, Wati et al (2020) menghasilkan temuan dimana Total
asset turn over perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan
perusahaan tidak terkoneksi politik. Artinya efektifitas dan efesiensi perusahaan
tidak terkoneksi politik lebih baik dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi
politik.
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9.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis moderasi

regresi data panel (Moderating Regression Analysis) menggunakan software

Eviews. Tabel 9.2 berikut ini menjelaskan hasil pengujian hipoetesis dengan

menggunakan software Eviews versi 9:

Tabel 9.2 Regression Analysis of Accrual

Variable Prediction Main Model Robust Model Result
(Jones) (Kothari)
Constant 0.0457*** 0.1077***
PC*Board Size B- -0.007 -0.0071 Unsupported
PC*Independence B- -0.2449*%**  -0.1467** Supported
PC*Board Meeting B- -0.0031***  -0.0025*** Supported
PC*Board Education  B- -0.2844***  -0.0613 Supported
PC*Board Experience B- -0.2844***  -0.2694*** Supported
PC*Audit Size B- -0.1056***  -0.1202*** Supported
PC*Audit Meeting B- -0.0006 -0.001 Unsupported
PC*Audit Education - -0.0252 0.0301 Unsupported
PC*Audit Experience p- -0.5988***  -0.6546*** Supported
PC*Big4 B+ 0.0753*** 0.0977*** Supported
PC*Firm Size (Log) B+ 0.1154*** 0.1055*** Supported
PC*Profitability B+/- -0.2722***  -0.3162*** Supported
PC*Leverage B+/- 0.0143** 0.0149** Supported
PC*Firm Age B+/- -0.0043** -0.0012 Supported
R? 0.1578 0.1768
Adjusted R? 0.1439 0.1632
FStatistic 11.4044***  13.0676***

Source: Data IDX processed, 2019

***Signifikan pada o 1%, **5%, and * 10%

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan tstatistik

dengan twaner ataupun dengan melihat nilai signifikansi. Berdasarkan tabel 9.2 di
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atas, hasil pengujian pengaruh moderasi koneksi politik pada efektifitas dewan
komisaris terhadap kualitas pelaporan keuangan mendukung hipotesis penelitian.
Dari kelima karakteristik dewan komisaris, hanya ukuran dewan komisaris saja
yang tidak mendukung hipotesis. Bukti empiris menunjukkan bahwa koneksi
politik mampu memperlemah pengaruh komisaris independen, aktivitas dewan
komisaris, pendidikan dewan komisaris dan pengalaman dewan komisaris
terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung
peneliti sebelumnya Fan et al., 2007 Lara et al. 2007; Nee et al., 2007; Wang et
al., 2008 yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang seharusnya
bertindak sebagai mekanisme kontrol, tidak dapat melakukan fungsinya dengan
baik karena adanya pengaruh politik sehingga mengarah pada struktur tata kelola
yang lemah yang lebih mengakomodasi kepentingan birokrasi dan politisi. Bukti
empiris menunjukkan bahwa adanya koneksi politik di perusahaan besar telah

melemahkan tata kelola perusahaan.

Hasil pengujian moderasi koneksi politik pada pada efektifitas komite audit
terhadap kualitas pelaporan keuangan mendukung hipotesis dimana arah koefisien
regresi semua variable bernilai negatif, artinya koneksi politik mampu
memperlemah pengaruh seluruh karakteristik komite audit terhadap kualitas
laporan keuangan perusahaan. Namun, hanya dua karakteristik komite audit yang
signifikan yaitu ukuran komite audit dan pengalaman atau keahlian komite audit.
Hasil pengujian ini mendukung temuan Bliss et al. (2011) dimana terdapat
pengaruh positif antara komite audit yang lebih independen terhadap biaya audit
ditemukan lebih lemah di perusahaan-perusahaan terkoneksi politik. Hasil ini
menunjukkan bahwa independensi direksi dalam komite audit dapat
dikompromikan ketika perusahaan mereka terhubung secara politis. Dengan kata
lain, jumlah dewan direksi sebagai mekanisme korporasi yang kuat hanya
beroperasi di perusahaan tanpa koneksi politik. Direktur dalam sebuah perusahaan

terkoneksi politik ikut mendukung agenda politik mereka. Komite audit pada
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perusahaan-perusahaan terkoneksi politik akan menuntut lebih sedikit pekerjaan
audit yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah pekerjaan audit yang diminta
oleh komite audit perusahaan tanpa koneksi politik. Dapat disimpulkan bahwa
komite audit pada perusahaan terkoneksi politik lebih lemah dan kurang

independen dan efektivitas komite audit terganggu karena koneksi politik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan para pejabat partai politik,
mantan menteri, mantan pejabat militer dan kepolisisan sebagai komisaris
independen atau komisaris utama di perusahaan salah satu benefitnya adalah
menjadi jembatan bagi perusahaan untuk memperoleh benefit koneksi politik
diantaranya berbagai kemudahan. Mereka mengabaikan mekanisme good
corporate governance dimana dewan komisaris sebagai fungsi monitoring bagi

manajemen dijadikan sebagai ajang mencari rente politik (Wati, 2017).

Hasil pengujian moderasi koneksi politik pada Kualitas audit eksternal
terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan tidak mendukung hipotesis.
Koneksi politik mampu memperkuat pengaruh kualitas audit pada perusahaan
terkoneksi politik. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan besar menyadari
pentingnya sebuah reputasi. Sehingga mayoritas perusahaan sampel menggunakan
KAP big 4 (perusahaan terkoneksi politik sebanyak 64% dan 54% tidak terkoneksi
politik). Perusahaan terkoneksi politik lebih banyak menggunakan jasa KAP big
4, walaupun pada akhirnya tidak sedikit perusahaan besar terkoneksi politik yang
dikenakan sangsi akibat Kasus overstatement laporan keuangan perusahaan (PT
Garuda Indonesia Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Thk dan PT Hanson
International Thk) yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dan ikut menyeret kantor

akuntan public yang mengauditnya.

Semua variabel kontrol yaitu firm size, profitability, leverage dan firm age
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Ukuran

perusahaan pada perusahaan terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap
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kualitas laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan terkoneksi politik
mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan
melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil dibandingkan perusahaan yang
ukurannya lebih kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak

luar, baik oleh investor, kreditor, pemerintah maupun masyarakat.

Hasil pengujian interaksi koneksi politik pada profitabilitas terhadap kualitas
laporan keuangan menunjukkan bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh
kinerja keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Koneksi politik
mengakibatkan tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor penyebab timbulnya

praktik manajemen laba yang dapat memburamkan laporan keuangan perusahaan.

Koneksi politik mampu memperkuat pengaruh leverage terhadap kualitas
laporan keuangan. Semakin besarnya proposi rasio leverage yang dimiliki oleh
perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban
jangka panjangnya rendah. Hal ini mengakibatkan manager cenderung akan
melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada periode
sekarang. Bukti empiris ini mendukung analisis deskripsi, dimana perusahaan
terkoneksi politik cenderung melakukan manajemen laba yang agresif dengan
meningkatkan laba perusahaan. Sementara perusahaan tidak terkoneksi politik
cenderung melakukan manajemen laba dengan cara konservatif. Pengujian
kualitas laporan keuangan dengan menggunakan model Kothari konsisten dengan
hasil pengujian modified Jones model, sehingga hasil pengujian ini bisa dikatakan

robust.
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BAB X
PENUTUP

10.1. Kesimpulan

Bukti empiris menunjukkan bahwa rata-rata Accrual Discretioner pada
perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak
terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik
sangat agresive dalam melakukan manajemen laba baik dengan menurunkan laba
maupun menaikkan laba. Tingginya manajemen laba pada perusahaan terkoneksi
politik mengindikasikan buruknya laporan keuangan. Perusahaan terkoneksi
politik melakukan earning management dengan cara meningkatkan laba atau
overstatement, sementara perusahaan tidak terkoneksi politik melakukan
manajemen laba dengan cara menurunkan laba atau melakukan konservatisme
akuntansi. Hasil penelitian ini mendukung teori koneksi politik dan teori resource
dependence. Tingginya transparansi laporan keuangan akan memperlihatkan
bermacam-macam penyediaan subsidi dan perlakuaan spesial lainnya yang
menimbulkan pertanyaan legalitas yang bersifat mementingkan diri sendiri
sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi
ataupun birokrat sehingga mereka melakukan manajemen laba yang menyebabkan
integritas laporan keuangan perusahaan rendah. Koneksi politik pun
memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam keterbukaan dan

pengungkapan informasi.

Hasil pengujian hipotesis dengan moderating regression analysis
menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak cukup
efektif melaksanakan fungsi monitoring internal di perusahaan. Keberadaan
koneksi politik di perusahaan besar semakin memperlemah efektifitas dewan

komisaris dan komite audit sebagai mekanisme kontrol internal perusahaan. Hasil

Manfaat & Biaya Koneksi Politik Pada Perusahaan | 89



temuan ini mendukung (Bushman, Piotroski et al., 2004; Leuz & Oberholzer-Gee,
2006) dimana pengaruh politik dapat berkontribusi terhadap lemahnya tata kelola
perusahaan dan tata kelola perusahaan yang lemah berkontribusi terhadap kualitas
pelaporan keuangan yang rendah (Wright , 1996; Shen & Chih, 2007; Lara et al.,
2007). Keberadaan dan aktivitas dewan komisaris independen khususnya dan
komite audit justru berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan
perusahaan terkoneksi politik. Dalam kerangka teori agensi, keberadaan koneksi
politik dapat menyebabkan konflik dan masalah agensi yang parah dan akan
berdampak negatif pada hasil keputusan manajer. Dewan komisaris dan komite
audit yang seharusnya bertindak sebagai mekanisme kontrol Tata kelola
perusahaan, tidak dapat melakukan tugasnya seperti yang diharapkan karena
adanya pengaruh politik yang dapat mengarah pada struktur tata kelola yang lemah
yang lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah atau politisi (Nee et al., 2007;
Wang et al., 2008; Salleh dan Bin, 2009; Bliss et al, 2011; Wati, 2017). Dewan
komisaris khususnya komisaris independen dan komite audit di perusahaan
terkoneksi politik seharusnya memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan
strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam
mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, namun
mereka gagal mengontrol manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang
berkualitas. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan
independensinya sehingga mereka juga telah gagal untuk mewakili kepentingan
stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.
CEO di perusahaan besar cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar
dibandingkan dewan komisaris, sehingga keberadaan mereka di perusahaan besar
cenderung hanya sebagai rubber stamp atas kebijakan yang sudah dibuat oleh
manajemen. Hasil pengujian empiris juga memberikan bukti bahwa kualitas audit
eksternal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik pada perusahaan

terkoneksi politik maupun perusahaan besar sebagai sampel. Hasil ini
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menunjukkan bahwa perusahaan besar menyadari pentingnya sebuah reputasi
audit walaupun pada akhirnya tidak sedikit perusahaan besar terkoneksi politik
yang dikenakan sanksi akibat kasus manajemen laba pada laporan keuangan
perusahaan di Indonesia yang turut menyeret kantor akuntan bereputasi yang

mengauditnya.

10.2. Saran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus
mendorong atau mengamanatkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi
lebih jelas lagi mengenai keterkaitan perusahaan dengan pemerintah, partai
politik, atau politisi sehingga investor dan semua pihak yang berkepentingan dapat
menggunakan informasi tersebut untuk menilai kualitas laporan keuangan
perusahaan dengan lebih baik. Pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan
koneksi politik sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi tata kelola
perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi
investor untuk menentukan preferensi investasi pada perusahaan terkoneksi politik
atau bukan. Bagi manajemen, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
pertimbangan dalam melakukan rekruitmen terhadap dewan komisaris dan

kebijakan lainnya.

10.3. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan
besar saja dengan alasan kontribusi mereka sangat besar terhadap pasar modal
dan pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan
menambah sampel pada semua kategori perusahaan dan membandingkannya
dengan perusahaan di pasar modal negara berkembang lainnya, juga
menambahkan factor-faktor lain seperti konsentrasi kepemilikan, Indeks GCG dan
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mengklasifikasi manajemen laba dan kualitas laporan keuangan berdasarkan

bidang usaha (sector).
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